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ABSTRAK

Skripsi ini menjawab dari rumusan masalah, yaitu: Bagaimana pertimbangan
hakim MA terhadap putusan MA No. 97 K/Ag/2013 tentang pembatalan putusan
PTA No. 36/Pdt.G/2012/PTA.Mdn Mengenai Harta Bersama? dan Bagaimana
analisis hukum Islam Terhadap Putusan MA No. 97 K/Ag/2013 Tentang
Pembatalan Putusan Pta No. 36/Pdt.G/2012/Pta.Mdn Mengenai Harta Bersama?.

Penyusunan skripsi ini, menggunakan jenis penelitian /library research
(studi pustaka), yang bersifat deskriptif kualitatif. Sumber primer dari penelitian
diperoleh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung No. 97 K/AG/2013 dan
Putusan Pengadilan Tinggi Agama No. 36/Pdt.G/2012/PTA.Mdn. Teknik
pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi. Dalam penelitian
ini teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan
menggunakan pendekatan deduktif.

Hasil dari penelitian ini menjawab dari rumusan masalah: pertama,
Menurut Mahkamah Agung, hasil pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi
Agama Medan dalam Putusan No. 97 K/AG/2013 telah menyalahi aturan yang
ada, keliru dan tidak cermat dalam memutus perkara tingkat banding, dan sudah
lalai dalam memenuhi ketentuan-ketentuan yang diwajibkan peraturan
perundang-undangan, dalam hal ini terkait dengan penerimaan permohonan
banding yang telah melewati masa permohonan yang telah ditetapkan dalam
undang-undang. Serta mengandung cacat plurium litis consotirum karena
melibatkan pihak ketiga dalam perkara sengketa pembagian harta bersama
tersebut. Kedua, Putusan MA No. 97 K/Ag/2013 yang berisi pembatalan atas
putusan Hakim PTA Medan No. 366/Pdt.G/2012/PTA.Mdn. tanggal 27 April
2012 M dinilai tepat, karena putusan Hakim PTA telah menyalahi larangan hakim
bersifat aktif, yaitu menyangkutkan pihak ketiga dalam perkara sehingga
berakibat tidak adilnya pembagian harta bersama suami istri. Karena pada
dasarnya dalam pasal 94 KHI telah diatur terkait harta bersama bagi suami yang
berpoligami bahwa harta bersama tersebut terpisah antara suami dengan istri
pertama, suami dengan istri kedua, dan seterusnya.

Saran untuk penelitian ini pembagian harta bersama hendaknya dilakukan
melalui jalan musyawarah dengan mempertimbangkan prinsip keadilan antara
suami istri. Pembagian secara adil, akan meminimalisir terjadinya perselisihan.



DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM ....ootieitieteee sttt sttt s i
PERNYATAAN KEASLIAN ....oiiiiiiiiieiteieeteeee ettt ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....cccccoeiiiiiiiiiiiiiieieeeeee e iii
PENGESAHAN ..ottt et iv
ABSTRAK ...ttt sttt v
KATA PENGANTAR ..ottt vi
DAFTAR IST oottt sttt st viii
DAFTAR TRANSLITERASI ...ttt X
BAB T PENDAHULUAN .....ooiiiiiieeee ettt 1
A. Latar Belakang Masalah..........c.ccooooiiiiiiiiii 1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah..............ccccccoceenin. 7
C. Rumusan Masalah...........cccooiiiiiiiiiii 8
D. Kajian Pustaka.........ccccceeeiiiiiiiieiieecieeeeeeeee e 8
E. Tujuan Penelitian...........ccoccveeiiiiniiiiniiieeceeee e 10
F. Kegunaan Hasil Penelitian ...........ccccccooviiiiiniiiniiiiiiceees 10
G. Definisi Operasional ...........cccceeeviieeiiiieiiieeieeee e 11
H. Metode Penelitian...........ccoocueiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeee e 12
[.  Sistematika Penulisan ..........ccccoooeiiiiniiiiiiniiieee 15

BAB II KONSEP PEMBATALAN PUTUSAN OLEH MA TERHADAP PTA

DALAM HUKUM ISLAM

A. Pembatalan Putusan...........cocoeeviinieniniiinienecieeeccceeeen 17
B. Harta Bersama dalam Hukum Islam ...........ccccooiiinni, 32
C. Larangan Hakim Bersifat AKtif..........cocoviiiiniininninieee. 44

viii



BABIII PUTUSAN MA NO. 97 K/AG/2013 TENTANG

PEMBATALAN PUTUSAN PTA NO.
36/PDT.G/2012/PTA.MDN MENGENAI HARTA BERSAMA
A. Kasus Posisi dalam Putusan MA no. 97/K/AG/2013 ..............

B. Deskripsi Keberatan Kasasi dalam Putusan MA no.
OTIKIAGI2013 oo
C. Deskripsi Pertimbangan Hakim dalam Putusan MA no.
OTIKIAGI2013 .o

BABIV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN MA
NO. 97 K/AG/2013 TENTANG PEMBATALAN PUTUSAN
PTA NO. 36/PDT.G/2012/PTA.MDN MENGENAI HARTA
BERSAMA

A. Analisis Pertimbangan Hakim Ma Terhadap Putusan MA
No. 97 K/Ag/2013 Tentang Pembatalan Putusan PTA No.
36/Pdt.G/2012/Pta.Mdn Mengenai Harta Bersama.................

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan MA No. 97
K/Ag/2013 Tentang Pembatalan Putusan PTA No.
36/Pdt.G/2012/Pta.Mdn Mengenai Harta Bersama..................

BAB V' PENUTUP ..ottt
AL KeSTmPulan......c.coooiiiiiiiniiicnieeceeceeeeee e
B. Saran......ocooii e
DAFTAR PUSTAKA ..ottt
LAMPIRAN ..ottt sttt ettt sttt

60

63

71

76



BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Manusia dalam menjalankan kehidupannya pasti memiliki
kepercayaan menurut keyakinannya masing-masing. Dalam hal ini salah satu
agama terbesar di Indonesia yaitu agama Islam, dalam Islam juga memiliki
aturan tentang kehidupan manusia.! Agama Islam dalam kehidupan sehari
hari salah satunya mengatur tentang hubungan antara sesama termasuk
dalam kehidupan perkawinan. Kehidupan suami istri memiliki suatu tujuan
yaitu menciptakan ikatan lahir batin dan membentuk hubungan yang kekal.?
Perkawinanan dalam Islam sangat mengharapkan bahkan
memerintahkan suatu keluarga memiliki hubungan yang Sakinah mawaddah
wa rahmabh, oleh sebab itu Allah dalam firmannya Q.S ar-Ruum ayat 21:
3 &) SRR 5550 K gess e 1 gl i XUAT o S0 ale OF T 2
“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan untukmu
istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram
kepadanya. Dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih sayang,

sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi
kaum yang berfikir.” (Q.S. ar-Ruum: 21)

Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan

diartikan sebagai akad yang sangat kuat dan bertujuan untuk mewujudkan

U A. Khisni, Perkembangan Pemikiran Hukum Isiam, Cet 11 (Semarang: Unissula Press, 2015), 12.
2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Jakarta:
Bhuana Ilmu Populer, 2017), 2.

3 Departemen Agama RI, A/-Quranul karim Terjemahan dan Tafsir bil Hadis (Bandung: Cordoba,
2016), 406.



keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah.* Selain itu ada tujuan perkawinan
itu sendiri demi memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia dan juga
membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah serta melanjutkan
keturunan untuk membentuk keluarga®.

Dalam perkawinan itu sendiri mempunyai akibat hukum tidak diri
sendiri tetapi melangsungkan penikahan yaitu hak dan kewajiban sebagai
pasangan suami yaitu suami wajib memberi nafkah lahir dan batin kepada
istri dan anaknya, serta suami harus melindungi istrinya, istri harus mendidik
anaknya dengan benar. ©

Sedangkan perkawinan yang tidak saling mengerti satu sama lain dan
tidak memahami hak dan kewajiban sebagai sumai istri akan menimbulkan
konflik dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga selalu mucul rintangan
untuk mencapai perkawinan yang banyak di inginkan setiap orang, bahkan
peluang retaknya rumah tangga dapat terjadi. Putusnya perkawinan di
sebabkan oleh banyak perbedaan pendapat suami dengan istri, saat
perselisinan antara keduanya tidak dapat diselesaikan secara musyawarah,
maka keduanya akan memilih jalan perceraian. Setelah perceraian akan
menimbulkan permasalahan baru salah satunya yaitu harta bersama.

Harta bersama merupakan harta kekayaan berasal dari sepasang suami
istri saat ada ikatan perkawinan. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia

arti harta bersama ialah harta perolehan bersama selama bersuami istri. Harta

4 Kompilasi Hukum Islam, Seri Perundangan (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), 13.

5 Mardani, Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern, Cet I (Yogyakarta: Graha Ilmu,
2011), 11.

6 Ibid., 18.



kekayaan pada perkawinan atau shirkah merupakan harta yang didapatkan
baik secara masing-masing ataupun bersama-sama suami istri saat ada masa
perkawinan,  selanjutnya akan menjadi harta bersama tanpa
mempermasalahkan para pihak manapun.’

Harta bersama diatur secara tuntas pada Undang-Undang perkawinan
yang mempunyai kedudukan yang sama dalam harta bersama dalam
perkawinan. Pada prinsipnya undang-undang mengatur bahwa harta bersama
adalah harta yang yang diperoleh sesudah perkawinan tersebut. Ketetuan
harta bersama diatur dalam Pasal 35-37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan, yaitu harta benda yang diperoleh selama
perkawinan menjadi harta bersama, harta bawaan dari masing-masing suami
dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau
warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak
lain tidak ikut menentukan. Bila perkawinan putus karena perceraian, harta
bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Hukum Islam selama ini tidak memedulikan harta bersama. Hukum
Islam memedulikan pada makna shirkah (persekutuan). Harta yang
didapatkan oleh suami dan istri yang bekerja dianggap menjadi harta shirkah
antara suami dan istri. Arti harta bersama dalam Pasal 35 Ayat (1) Undang-
undang No.1 Tahun 1974 yaitu “Harta benda yang diperoleh sepanjang
perkawinan menjadi harta bersama”. Jadi terbentunya sebuah harta bersama

pada perkawinan ialah harta yang di peroleh pasangan suami istri sesudah

" Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, (Jakarta:Kencana,2017), 121.



perkawinan dan sampai putusnya perkawinan tersebut. Dalam Kompilasi
Hukum Islam (KHI) harta bersama yaitu harta yang diperoleh baik sendiri-
sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan
berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun.

Meskipun pada hukum Islam tidak memedulikan adanya harta
bersama, Pengadilan Agama harus berwewenang untuk menangani
pembagian harta bersama, terdapat pada Undang-Undang tetang perkawinan
No.1 Tahun 1974, pada Bab VII Pasal 35 (1), 36, 37, Kompilasi Hukum
Islam (KHI) Bab XIIl Pasal 85, 88, 89, 91, dan 97, sehingga persolan
pembagian harta bersama bisa selesai di Pengadilan Agama. Pengadilan
Agama merupakan instansi yang memiliki wewenang memproses keadilan
yang berpacu pada Hukum Islam untuk orang Islam yang ingin mendapatkan
keadilan di Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, dan sistem
peradilan nasional di Indonesia®.

Pendapat yang mengatakan bahwa tidak ada harta bersama kecuali
Shirkah (perjanjian) suami istri. Maka sesungguhnya bisa melakukan giyas
(perbandingan) menggunakan konsep fikih yang sudah ada (shirkah itu
sendiri). Menurut Mazhab Syafi’i, Hukum Islam tidak mengenal
pencampuran harta kekayaan antara suami istri dalam perkawinan.® Jadi harta
istri hanya milik istri begitu sebaliknya harta suami tetap miliki suami. Dalam

Islam sendiri shirkah diperbolehkan.

8 Zainuddin Ali, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika,
2006), 92.

® Mohd. Idris Ramulya, Hukum Perkawinan, Hukum Kawarisan, Hukum Acara Pengadilan
Agama dan Zakat Menurut Hukum ( Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 30.



Hukum Islam mengatur perbedaan pendapat mengenai harta bersama.
Pendapat yang disampaikan oleh Sajuti Thalib, S.H. dan Prof. Dr. Hazairin
menyatakan dalam Islam dikenal dengan suatu harta bersama yaitu harta yang
didapatkan suami istri yang bekerja bersama-sama atau suami saja yang
bekerja, sedangkan istri mengurus rumah tangga. Sesuai firman Allah dalam
Q.S. an-Nisa’ ayat 32:

10 e o oK O8N O) Salial o A\ 5581 G

.

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah
kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada
bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para perempuan (pun)
ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian
dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (Q.S.
an-Nisa: 32).

Dalam putusan yang dikaji oleh penulis terdapat pasangan suami istri
yang bercerai dan mengajukan gugatan harta bersama. Kemudian harta
bersama tersebut disengketakan antara suami istri. Awal mulanya Pengadilan
Agama harta bersama dibagi sama rata, kemudian putusan tersebut dibanding
oleh Tergugat, di dalam putusan banding ini hakim menyatakan bahwa ada
hak istri pertama dalam pembagian harta bersama tersebut, padahal istri
pertama dalam hal ini tidak pernah disebutkan dalam gugatan harta bersama.
Sehingga putusan ini diajukan ke tahap kasasi, ke tahap kasasi Hakim MA
menyatakan bahwa PTA tidak tepat dalam menerapkan hukum. Karena
Hakim PTA menyangkutkan gugatan kurang pihak atau plurium litis

consortium.

19 Departemen Agama R1, A/-Quranul karim Terjemahan..., 83.



Kasus ini pertama kali digugat oleh Herli Tampubolon binti Kaston
sebagai Penggugat di Pengadilan Agama Stabat No. 606/Pdt.G./2011/PA
kemudian kasus ini diajukan ke tahap banding oleh Sudario bin Syahsyan
sebagai pembanding yang dulunya adala Tergugat ke Pengadilan Tinggi
Agama Medan No. 36/Pdt.G/2012/PTA.Mdn. Selanjutnya, kasus ini diajukan
kembali ke Makhamah Agung pada tahap kasasi oleh Herli Tampubolon binti
Kaston sebagai pemohon kasasi.

Sebagaimana sepeti penjelasan tersebut, sehingga hal tersebut bisa
menerangkan hal yang memengaruhi perkara Nomor 97 K/AG/2013, di mana
suami istri yang sudah cerai secara resmi, dan salah satu pihak memohon ke
Pengadilan Agama Medan agar membuka sidang kembali yang gugatannya
berisi pembagian harta bersama. Pemohon Kasasi dalam keberatnnya secara
tegas menolak pertimbangan hukum PTA Medan tersebut dengan alasan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan telah melampaui batas
waktu banding dan lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan
peraturan perundang-undangan sehingga lalai memenuhi formulasi putusan,
dianggap tidak memuat dasar hukum, salah menerapkan hukum, serta
melanggar asas hakim pasif.

Majelis Hakim Mahkamah Agung selanjutnya mempelajari kasus
yang diajukan dengan cermat dan Majelis Hakim Mahkamah Agung
selanjutnya memutuskan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi
Agama Medan No. 36/Pdt.G/2012/PTA.Mdn tanggal 27 April 2012. Majelis

Hakim Mahkamah Agung menilai bahwa pertimbangan PTA Medan terkait



plurium litis consortium (gugatan kurang pihak) adalah tidak tepat. Selain itu
pula terkait pihak ketiga yang disebut dalam perkara ini juga tidak
mengajukan gugatan intervensi.

Berdasarkan wuraian di atas, penulis tertatik untuk melakukan
penelitian yang berjudul ‘“Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan MA
No. 97 K/Ag/2013 Tentang Pembatalan Putusan PTA No.

36/Pdt.G/2012/Pta.Mdn Mengenai Harta Bersama”.

Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan penulis, penulis
selanjutnya menuliskan atau mengidentifikasikan permasalahan tersebut
dalam identifikasi masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya beberapa kesalahan hakim dalam memberikan hasil putusan.

2. Adanya beberapa kebijakan hakim yang kurang tepat dalam Undang-
Undang dalam proses peradilan.

3. Pertimbangan hakim MA terhadap putusan MA No. 97 K/Ag/2013
tentang pembatalan putusan PTA No. 36/Pdt.G/2012/PTA.Mdn
Mengenai Harta Bersama

4. Analisis hukum Islam Terhadap Putusan MA No. 97 K/Ag/2013
Tentang Pembatalan Putusan Pta No. 36/Pdt.G/2012/Pta.Mdn Mengenai

Harta Bersama



Dari banyaknya permasalahan di atas, selanjutnya penulis membatasi
masalah-masalah yang tertera dalam identifikasi masalah di atas guna dapat
memberikan hasil yang jelas dan baik dalam skripsi ini, yaitu:

1. Pertimbangan hakim MA terhadap putusan MA No. 97 K/Ag/2013
tentang pembatalan putusan PTA No. 36/Pdt.G/2012/PTA.Mdn
Mengenai Harta Bersama

2. Analisis hukum Islam Terhadap Putusan MA No. 97 K/Ag/2013
Tentang Pembatalan Putusan Pta No. 36/Pdt.G/2012/Pta.Mdn

Mengenai Harta Bersama

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan batasan masalah yang diuraikan, penulis merumuskan
dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:
1. Bagaimana pertimbangan hakim MA terhadap putusan MA No. 97
K/Ag/2013 tentang pembatalan putusan PTA No.

36/Pdt.G/2012/PT A.Mdn Mengenai Harta Bersama?

2. Bagaimana analisis hukum Islam Terhadap Putusan MA No. 97
K/Ag/2013 Tentang Pembatalan Putusan Pta No. 36/Pdt.G/2012/Pta.Mdn

Mengenai Harta Bersama?

D. Kajian Pustaka
Adapun penelitian terdahulu yang hampir memiliki kesamaan dengan

penelitian penulis di antaranya sebagai berikut:



1. Skripsi yang ditulis oleh Nurnazli, dengan judul “Analisis putusan
Makhamah Agung tentang pembagian harta bersama dan implikasinya
terhadap pembaruan hukum keluarga di Indonesia”.!! Persamaannya
pada objek penelitian yaitu sama-sama membahas putusan Makhamah
Agung tentang pembagian harta bersama. Sedangkan perbedaan
penelitian ini dengan penulis terletak dalam pisau analisis yang
digunakan, yaitu penelitan ini menggunakan bahan analisis yuridis,
namun penelitian penulis menggunakan hukum Islam.

2. Skripsi yang di tulis oleh Siti Muti’ Khodijah dengan judul “Analisis
hukum progresif terhadap pembagian harta bersama dalam putusan No.
1347/pdt.G/2016/PA.SMG”.*? Persamaan penelitian ini dengan penulis
terletak dalam objek penelitian yaitu sama-sama membahas tentang harta
bersama, namun yang menjadi pembeda dengan penelitian penulis
terleletak pada putusan yang digunakan dan pisau analisis yang dipakai,
penelitian ini menggunakan pisau analisis hukum progresif, sedangkan
penelitian penulis menggunakan pisau analisis hukum Islam.

3. Jurnal yang di tulis oleh Etty Rochaeti dengan judul “Analisis yuridis
tentang harta bersama (gono-gini) dalam perkawinan menurut pandangan

hukum Islam dan hukum positif>.** Persamaan peneliti ini dengan

"' Nurnazli, “Analisis Putusan Mahkamah Agung Tentang Pembagian Harta Bersama dan
Impikasinya terhadap Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia” (Skripsi—UIN Raden Intan
Lampung, 2019).

12 Siti Muti’ Khodijah, “Analisis hukum progresif terhadap pembagian harta bersama dalam
putusan No. 1347/pdt.G/2016/PA.SMG” (Skripsi—UIN Wali Songo Semarang, 2019).

13 Etty Rochaeti, “Analisis yuridis tentang harta bersama (gono-gini) dalam perkawinan menurut
pandangan hukum Islam dan hukum positif” Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 28 No. 01, (Februari,
2013).
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penulis yaitu objek penelitiannya sama-sama membahas harta bersama,
demikian yang menjadi berbeda adalah analisis yang digunakan yaitu
penelitian ini menggunakan analisis yuridis sedangkan penelitian penulis
menggunakan pisau analisis hukum Islam.

Dari kajian pustaka di atas, penulis mengetahui penelitian ini berbeda

dengan penelitian terdahulu.

Tujuan Penelitan
Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan, penelitian bertujuan
untuk mengetahui:

1. Pertimbangan hakim MA terhadap putusan MA No. 97 K/Ag/2013
tentang pembatalan putusan PTA No. 36/Pdt.G/2012/PT A.Mdn Mengenai
Harta Bersama

2. Analisis hukum Islam Terhadap Putusan MA No. 97 K/Ag/2013 Tentang
Pembatalan Putusan Pta No. 36/Pdt.G/2012/Pta.Mdn Mengenai Harta

Bersama

Kegunaan Hasil Penelitian
Berdasarkan hasil penelitian yang diharapkan oleh penulis, kegunaan
yang diharapkan penulis pada penelitian ini yaitu:
1. Kegunaan secara teoritis, diharapkan penulis agar penelitian ini bisa
berguna untuk memberi tambahan terkait wawasan dan pengetahuan

pada umumnya, dan di fokuskan kepada mahasiswa yang belajar dalam
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bidang Hukum Keluarga Islam atau Ahwal al-Syaksiyah atau yang
berkaitan dengan perkawinan.

2. Kegunaan secara praktis, penulis berharap agar hasil penelitian ini bisa
menjadi pemahaman beberapa hakim yang beracara pada kasus yang

hampir memiliki kesamaan dengan penelitian ini.

G. Definisi Operasional
Untuk memperjelas istilah-istilan pembahasan pada kasus yang
dibahas oleh penulis, penulis memberikan makna menurut judul “ Analisis
Hukum Islam Terhadap Putusan MA No. 97/K/AG/ 2013 Tentang Larangan
Hakim Bersifat Aktif Dalam Perkara Harta Bersama” , yaitu sebagai berikut:
1. Hukum Islam
Hukum Islam adalah suatu aturan perilaku manusia yang menjadi
dasar bagi umat Islam dengan berpegang teguh pada Alquran, Hadis dan
pendapat ulama, KHI dan lain-lain .}* Dalam hal ini aturan yang menjadi
landasan pada permasalahan ini yaitu aturan mengenai permasalahan
pembagian harta bersama, dan aturan terkait pembatalan putusan
lembaga peradilan.
2. Putusan No. 97 K/AG/2013
Putusan No. 97 K/AG/2013 berisi permohonan kasasi perkara
pembagian harta bersama yang isi putusannya membatalkan putusan

Pengadilan Tinggi Agama Medan No. 36/Pdt.G/2012/PTA.Mdn.,

14 Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 169.
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Permasalahan yang menarik yaitu terkait pertimbangan Majelis Hakim
Mahkamah Agung sehingga membatalkan putusan PTA Medan No.

36/Pdt.G/2012/PTA.Mdn.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suata cara secara ilmiah guna memperoleh
data menggunkan tujuan dan kegunaan tertentu®®. Selain itu, metode penelitan
berguna untuk menjelaskan tata cara untuk menjrlaskan penelitian yang
dilakukan oleh penulis.®

Dalam penelitian ini, penulis memilih jenis penelitian kepustakaan
(library research). Library research merupakan penelitian yang
membutuhkan data-data yang berasal dari berbagai buku, jurnal dan sumber
terkait dengan isi skripsi. Hal tersebut dimaksudkan untuk menuyusun
penelitian agar tersusun secara sistematis, sehingga penulis menggunakan
metode penelitian yaitu:

1. Data yang dikumpulkan
a. Dasar pertimbangan hakim yang dipakai oleh hakim dalam putusan
Makhamah Agung No0.97 K/ag/2013.
b. Teori hukum Islam tentang pembagian harta bersama.
2. Sumber data

Sumber data yang dipakai penelitian ini adalah:

15 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta,2015), 2.
16 Bambang Waluyo, Penelitian Dalam Praktek (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), 17.
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a. Sumber primer
Sumber primer merupakan sumber asli, berisi tentang data
atau infomasi tersebut.)” Sumber primer dari penelitian diperoleh
dari Direktori Putusan Mahkamah Agung No. 97 K/AG/2013.
b. Sumber sekunder
Sumber sekunder ialah sumber yang tidak langsung
memberikan data pada pengumpul data. Data yang diperlukan
penulis berbentuk naskah dokumen seperti buku-buku, literatur
jurnal, dan artikel yang berhubungan dengan judul yang dibahas
penulis, diantaranya:
1) Sunarto, Jurnal tentang Prinsip Hakim Aktif Dalam Perkara
Perdata.
2) M. Yahya Harahap, Kedudukan kewenangan dan Acara
Peradilan Agama.
3) Happy Susanto, Pembagian Harta Gono-gini Saat Terjadi
Perceraian.
4)  Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam.
3. Teknik pengumpulan data
Teknik pengumpulan data merupakan suatu teknik studi
dokumentasi, merupakan teknik yang digunakan oleh penulis guna

mengumpulkan data sekunder yang diperlukan terkait dengan judul yang

7 Tatang M Arifin, Menyusun Rencana Penelitian ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 132.
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diambil oleh penulis seperti undang-undang, buku-buku dan literatur
lainnya yang berhubungan dengan judul penulis.
Teknik pengolahan data
Teknik pengolahan dalam penelitian ini terkait dengan data yang
dikumpulkan, penulis melakukan pengolahan data. Pengolahan data yang
dilakukan oleh penulis adalah suatu proses yang dilakukan oleh penulis
untuk memperoleh data. Teknik pengolahan data yang dilakukan penulis
adalah sebagai berikut:
a. Editing
Editing yaitu suatu proses untuk mengkoreksi dan mengecek
data yang telah penulis kumpulkan. Dalam teknik ini penulis
memeriksa kembali data yang penulis peroleh mengenai Putusan
MA No. 97 K/AG/2013 tentang pembatalan putusan PTA No.
36/Pdt.G/2012/PTA.Mdn mengenai harta bersama. .
b. Organizing
Organizing adalah teknik yang digunakan untuk menyusun
data yang dapat menghasilkan deskripsi yang diangkat melalui
rumusan masalah, dalam penelitian ini, penulis mengorganisir data
yang diperoleh yaitu mengelompokkan dan memilih data yang sesuai
dengan pokok penelitian, selanjutnya data tersebut dibuat kerangka
dalam menganilis sesuai dengan tujuan penelitian.

c. Analizing
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Melalui teknik ini penulis melakukan analisis hukum Islam
terhadap Putusan MA No. 97 K/AG/2013 tentang pembatalan
putusan PTA No. 36/Pdt.G/2012/PTA.Mdn mengenai harta bersama.

5. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang diterapkan penulis yaitu teknik
deskriptif analisis menggunakan pendekatan deduktif. Dengan
menggunakan metode deskriptif analisis, data yang didapatkan penulis
bersumber dari putusan Mahkamah Agung No. 97 K/AG/2013 serta
dokumentasi secara mendalam dengan menganalisa Putusan MA No. 97
K/AG/2013 tentang pembatalan putusan PTA No.
36/Pdt.G/2012/PTA.Mdn mengenai harta bersama.

Dalam penelitian ini menggunakan Teknik analisis deduktif yang
merupakan suatu proses penarikan kesimpulan yang bersifat umum ke
khusus. Dalam hal ini yang bersifat umum yaitu hukum Islam baik fikih
dan KHI dalam ketentuan khusus yaitu putusan Mahkamah Agung No.

97/K/IAG/2013.

Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan digunakan penulis untuk memberikan
gambaran bahwa sistematika pembahasan yang tertera dalam penelitian ini
mengacu kepada tercapai suatu tujuan yang ada, sehingga penulis membuat

sistematika pembahasan yaitu:
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Bab pertama membahas Pendahuluan, berisi: latar belakang,
identifikasi, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan
penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian
dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menjelaskan tentang konsep pembatalan putusan oleh MA
terhadap PTA dalam hukum Islam, bab ini membahas Pembatalan Putusan,
Harta Bersama Dalam Hukum Islam dan Larangan Hakim Bersifat aktif.

Bab ketiga membahas Putusan MA No. 97 K/AG/2013 tentang
pembatalan putusan PTA No. 36/Pdt.G/2012/PTA.Mdn mengenai harta
bersama meliputi deskripsi kasus perkara, pertimbangan hakim putusan No.
97/K/IAG/2013.

Bab keempat membahas tentang pembahasan yang menjawab dari
rumusan masalah yaitu Analisis hukum Islam Terhadap Putusan MA No. 97
K/Ag/2013 Tentang Pembatalan Putusan Pta No. 36/Pdt.G/2012/Pta.Mdn
Mengenai Harta Bersama

Bab kelima yaitu penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran

dari hasil penelitian yang sudah dipaparkan di bab satu sampai bab empat.



BAB I1
KONSEP PEMBATALAN PUTUSAN OLEH MA TERHADAP PTA DALAM
HUKUM ISLAM

A. Pembatalan Putusan
1. Pengertian
Dalam suatu perjanjian/perikatan sering kita dengar frasa/kata
“batal” atau “dibatalkan”, dalam hukum perdata lebih dikenal dengan
kata batal demi hukum. Dalam ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata
ditentukan frasa kata batal demi hukum dan batal. Frasa “batal demi
hukum” merupakan frasa yang khas dalam bidang hukum yang

bermakna “tidak berlaku, tidak sah menurut hukum”.

Dalam pengertian umum, kata batal sudah berarti tidak
berlaku, tidak sah.! Walaupun kata “batal” sesungguhnya sudah cukup
menjelaskan bahwa sesuatu menjadi tidak berlaku atau tidak sah,
ternyata frasa “batal demi hukum” lebih memberikan kekuatan sebab
tidak berlaku atau tidak sahnya sesuatu tersebut dibenarkan atau
dikuatkan menurut hukum, bukan hanya berlaku menurut
pertimbangan subjektif seseorang atau menurut kesusilaan/kepatutan.
Batal demi hukum berarti bahwa sesuatu menjadi tidak berlaku atau
tidak sah karena berdasarkan hukum atau berdasarkan peraturan

perundang-undangan.

"'W.I.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976), 95.

17
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Jadi, yang dimaksud dengan batal demi hukum disini akan
lebih memberikan kekuatan mengikat bagi subjek hukum karena
didasarkan pada peraturan perundang- undangan yang berlaku. Frasa
“dapat dibatalkan” sangat berbeda dengan frasa “batal demi hukum”
sebab dapat dibatalkan menyiratkan makna perlunya suatu tindakan
untuk membatalkan sesuatu atau tidak dengan sendirinya (otomatis),
tetapi harus dimintakan pembatalan. Kecuali itu “dapat dibatalkan”
juga berarti bahwa sesuatu yang menjadi pokok persoalan tidak selalu
harus dibatalkan, tetapi bila dikehendaki maka sesuatu itu dapat
dimintakan pembatalannya. Dengan kata lain, sesuatu hal “dapat

dibatalkan” bisa terjadi (dua) kemungkinan, yaitu:?

a. Sesuatu itu benar-benar menjadi batal karena dinyatakan
pembatalannya akibat adanya permintaan untuk membatalkan,
atau

b. Sesuatu itu tidak jadi batal karena tidak dimintakan

pembatalannya sehingga tidak ada pernyataan batal.

Pembatalan dalam sebuah putusan yang dikeluarkan oleh
pengadilan dapat disebabkan karena beberapa hal, yakni karena cacat
formil ataupun materil, sehingga putusan tersebut harus dibatalkan

atau batal demi hukum yang berlaku.

2 Yusuf Adiwibowo, Diktat Hukum Perikatan, (Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember,

2007, 58.
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2. Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)

Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard atau yang seringkali
disebut sebagai Putusan NO, merupakan putusan yang menyatakan
bahwa gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil.
Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata
menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin

melekat pada gugatan, antara lain:

o

Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang

tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR;

b. Gugatan yang tidak memiliki dasar hukum;

¢. Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium
litis consortium;

d. Gugatan mengandung cacat osbcuur libel, ne bis in idem, atau

melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif.?

Selain itu, suatu gugatan dapat diputus NO apabila
terhadap objek gugatan tersebut tidak jelas, maka gugatan tidak dapat
diterima. Hal ini didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI

No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah

3 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 811.
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Agung RI No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, jo. Putusan

Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979.4

Berikut ini pembahasan lebih rinci mengenai empat poin yang

dijadikan sebagai alasan dalam cacat secara formil:

a. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang

tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR
Adapun bunyi Pasal 123 ayat (1) HIR:

“jika dikehendaki, para pihak dapat didampingi atau menunjuk
seorang kuasa sebagai wakilnya, untuk ini harus diberikan kuasa
khusus untuk itu, kecuali jika si pemberi kuasa hadir. penggugat
juga dapat memberi kuasa yang dicantumkan dalam surat gugatan,
atau dalam gugatan lisan dengan lisan, dalam hal demikian harus
dicantumkan dalam catatan yang dibuat surat gugat ini.”

Apabila dapat dilihat di atas, maka Pasal 123 ayat (1) HIR
menyebutkan syarat-syarat pokoknya saja. Dalam
perkembangannya terdapat penyempurnaan terkait pembedaan

antara surat kuasa khusus dengan surat kuasa umum oleh

Mahkamah Agung.

Melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yaitu
diantaranya: (i) SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari
1959; (ii) SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962; (iii)
SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971; dan (iv)

SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994.

4 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama (Jakarta:
kencana, 2005), 36.
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Berdasarkan keempatSEMA tersebut diatas, maka secara
garis besar syarat-syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus

adalah:

1) Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk
berperan di pengadilan;

2) Menyebutkan kompetensi relatif, pada Pengadilan Negeri
mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi
kuasa;

3) Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai
penggugat dan tergugat);

4) Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek
sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara.

Paling tidak, menyebutkan jenis masalah perkaranya.

Adapun syarat-syarat di atas bersifat kumulatif, sehingga
bila salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan kuasa tidak

sah. Dengan demikian maka surat kuasa khusus cacat formil.>

b. Gugatan yang tidak memiliki dasar hukum

Beberapa contoh dalil gugatan yang tidak memiliki dasar

hukum adalah:

1) Dalil Gugatan berdasarkan Perjanjian Tidak Halal

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Y ogyakarta: Liberty, 2009), 69.
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Contohnya adalah perjanjian milik beding, yaitu
perjanjian antara debitur dan kriditur yang pada intinya
apabila debitur gagal melunasi hutangnya, maka agunan
debitur akan menjadi milik kreditur, sekalipun harga agunan
jauh melampaui nilai hutang-piutang. Hal ini secara tegas

dilarang pada Pasal 12 UU No. 4 Tahun 1996 yang berbunyi:

“janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang Hak
Tanggungan untuk memiliki objek Hak Tanggungan apabila
debitur cedera janji, batal demi hukum”.

Hal ini ditegaskan oleh Z. Asikin Kusuma Atmadja
dalam Putusan Mahkamah Agung No. 3493 K/Pdt/1985

tanggal 9 Desember 1987, antara lain menyatakan:

(13

. suatu perjanjian utang piutang dengan jaminan sebidang
tanah tidak dapat dengan begitu saja menjadi perbuatan
hukum jual beli tanah, manakala se debitur tidak melunasi
utangnya. Syarat yang dikenal dengan nama milik beding ini
sudah lama tidak diperkenankan, terutama dalam suasana
hukum adat.”

Gugatan Ganti Rugi atas Perbuatan Melawan Hukum
Berdasarkan Pasal 1365 KUHPer mengenai Kesalahan
Hakim Dalam Melaksanakan Fungsi Peradilan, dianggap tidak
mempunyai dasar hukum penegasan tentang ini. Dari segi
pendekatan ilmu hukum, pada dasarnya ketentuan Pasal 1365
KUHPerata tidak dapat diterapkan kepada hakim yang salah

dalam melaksanakan tugas bidang peradilan. Demikian juga
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negara, tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas

kesalahan hakim dalam melakukan fungsi peradilan.b

3) Tuntutan Ganti Rugi atas Sesuatu Hasil yang Tidak Dirinci

Berdasarkan Fakta

Salah satu contohnya adalah Putusan Mahkamah
Agung yang menegaskan bahwa gugatan yang tidak
memberikan dasar dan alasan, dalam arti gugatan tidak
menjelaskan berapa hasil sawah tersebut sehingga ia menuntut
hasil sebanyak yang tersebut dalam petitum dianggap sebagai
gugatan yang tidak jelas dasar hukumnya. Namun demikian,
meskipun hal itu tidak dirinci dalam gugatan, akan tetapi di
dalam persidangan penggugat mampu merinci berdasarkan
pembuktian, kelalaian perincian dalam gugatan dapat ditolerir,

sehingga hilang cacat formilnya.
4) Dalil Gugatan Yang Saling Bertentangan

Dalil gugatan yang didalamnya terdapat pertentangan
antara dalil yang satu dengan dalil lainnya, dapat dinyatakan
sebagai gugatan yang tidak mempunyai landasan dasar hukum
yang jelas. Kasus yang demikian ditegaskan dalam salah satu
Putusan Mahkamah Agung yang memberikan pertimbangan

bahwa dalil gugatan penggugat menyebut penggugat sebagai

61 Nyoman S.S, Syarat Materil dan Formal Gugatan Rekonvensi dalam Perkara Perdata I, Lex
Privatum, Vol III. No.2, Apr-Jun, 2015, 29.
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penyewa, dan dalam kedudukan dan kapasitas yang demikian
penggugat menggugat pemilik agar Pengadilan Negeri
menyatakan penggugat sebagai pemilik dengan alasan
daluwarsa, oleh karena itu berhak mengajukan hak pakai.
Gugatan yang seperti ini tidak mempunyai dasar hukum
karena antara dalil yang satu dengan dalil yang lain saling

bertentangan.

5) Hak Atas Objek Gugatan Tidak Jelas

Dalil gugatan tidak menegaskan secara jelas dan pasti
hak penggugat atas objek yang disengketakan, dianggap tidak
memenuhi syarat dan dinyatakan tidak sempurna. Sebagai
contoh dapat dikemukakan Putusan Mahkamah Agung yang
pada pokoknya menyatakan bahwa suatu gugatan dianggap
tidak memenuhi syarat dan tidak sempurna apabila hak
penggugat atas tanah yang disengketakan tidak jelas. Dalah
hal ini tidak jelas hubungan hukum penggugat dengan barang
yang menjadi objek sengketa, sedang seharusnya mesti

dijelaskan apakah sebagai pemilik, penyewa, atau pemakai.

c. Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau p/urium

litis consortium,

Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum

Acara Perdata: Tentang  Gugatan, Persidangan, Penyitaan,
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Pembuktian, dan Putusan Pengadilan mengklasifikasikan error in

persona sebagai berikut:’

1) Diskualifikasi 7in Person, yang terjadi apabila yang bertindak
sebagai penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat
(diskualifikasi) karena penggugat dalam kondisi berikut:

a) Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang

disengketakan

Gugatan diajukan oleh pihak yang tidak memiliki
hak, tidak punya syarat atau tidak berhak. Misal, orang
yang tidak ikut dalam perjanjian namun bertindak sebagai

penggugat menuntut pembatalan perjanjian.
b) Tidak cakap melakukan tindakan hukum

Pihak yang masih di bawah umur atau di bawah
perwalian tidak cakap melakukan tindakan hukum. Oleh
karena itu, mereka tidak dapat bertindak sebagai

penggugat tanpa bantuan orang tua atau wali.
2) Salah sasaran pihak yang digugat

Adanya kesalahan dalam bentuk menarik orang sebagai
tergugat keliru (gemis aanhoeda nigheid). Sebagai contoh

kasus, ada pihak A yang meminjam uang, namun yang ditarik

" M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata..., 820.
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sebagai tergugat untuk melunasi pembayaran adalah pihak B.
Gugatan yang demikian, salah dan keliru, karena tidak tepat
menjadikan pihak B sebagai orang pihak tergugat. Dapat
dikatakan juga salah sasaran apabila yang digugat anak di
bawah umur atau di bawah perwalian tanpa mengikutsertakan

orang tua atau walinya.

Gugatan Kurang Pihak (p/urium litis consortium)

Dapat dikatakan error in persona dalam gugatan kurang
pihak apabila Pihak yang bertindak sebagai penggugat atau
yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang

yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat.

Salah satu contoh kasusnya dapat dilihat dalam
Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 K//Pdt/1984
menyatakan judex facti salah menerapkan tata tertib beracara.
Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber
perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan
Tergugat 1 kepada Tergugat 11, harus ikut sebagai Tergugat.
Alasannya, dalam kasus ini Oji mempunyai urgensi untuk
membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah
sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada

Tergugat I.
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Adapun Tergugat/Turut Tergugat dapat mengajukan
argumen sebagai berikut untuk mendukung eksepsi error in
persona: Tergugat dapat menyatakan bahwa dirinya sama
sekali tidak terlibat dalam perkara yang diajukan oleh
Pengguga, hal mana dapat dibuktikan dengan bukti-bukti dan
pengajuan saksi-saksi. Jadi, penempatan dirinya sebagai
Tergugat dalam perkara tersebut jelas-jelas keliru dan
menyebabkan gugatan menjadi error in persona. Dengan kata
lain, Penggugat telah melakukan kekeliruan fatal dengan

mengikutsertakan Tergugat dalam perkara tersebut.®

d. Gugatan mengandung cacat osbcuur libel, ne bis in idem, atau
melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif.

1) Eksepsi Obscuur Libel

Pengertian obscuur libelyang berarti surat gugatan
penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk).
Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar
gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus

terang dan jelas atau tegas (duidelijk).

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan

lebih lanjut terkait obscuur libel, bahwa Penggugat harus

8 Ibid., 822.
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merumuskan petitum dengan jelas dan tegas.” Tuntutan yang
tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak
diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang
berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama
lain, yang disebut “obscuur libel’ (gugatan yang tidak jelas
dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat
sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak

diterimanya gugatan tersebut.

Untuk memperkuat eksepsi obscuur libel, Tergugat

antara lain dapat mengajukan beberapa argument di bawah ini:

a) Adanya ketidakjelasan dasar hukum gugatan

b) Adanya ketidakjelasan objek yang disengketakan oleh
Penggugat

¢) Adanya ketidakjelasan dalam perincian petitum gugatan

d) Posita dan petitum gugatan tidak relevan dan atau saling
bertentangan

2) Eksepsi Ne Bis In Idem

Ne Bis In Idemdalam Pasal 1917 KUH Perdata,
apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif
(menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut

memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan

% Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata. .., 168.
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melekat ne bis in idem. Oleh karena itu, terhadap kasus dan

pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya.'”

Bahwa dari uraian Pasal 1917 KUH Perdata dapat

dilihat syarat-syarat yang termuat didalamnya, yakni:

a) Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;

b) Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang
telah berkekuatan hukum tetap;

c) Perkara yang disengketakan dalam putusan tersebut telah
berakhir dengan tuntas;

d) Subjek atau pihak yang berperkara adalah sama; dan

e) Obyek yang digugat adalah sama.

Adapun syarat-syarat tersebut bersifat
kumulatif sehingga apabila salah satu diantaranya tidak
terpenuhi maka pada putusan tersebut tidak melekat asas ne

bis in idem.
Melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relative

Dalam mengajukan gugatan ke pengadilan maka hal
yang sangat penting untuk melihat apakah Penggugat sudah
benar menujukan gugatan tersebut kepada badan peradilan
yang berwenang mengadili perkara tersebut atau tidak. Dalam

Pasal 134 HIR yang berbunyi:

19 1bid., 170.
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“Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk
kekuasaan pengadilan negeri maka pada setiap waktu dalam
pemeriksaan perkara itu dapat diminta supaya hakim
menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib
mengakuinya karena jabatannya”

Pada  perkara perdata diatur dua  macam
kewenangan/kompetensi, yaitu kompetensi relatif dan

kompetensi absolut.
a) Kewenangan/Kompetensi Relatif

Kewenangan/kompetensi relatif mengatur
pembagian kekuasaan mengadili antar badan peradilan
yang sama, tergantung pada domisili atau tempat tinggal
para pihak (distributie van rechtsmacht), terutama
tergugat. Pengaturan mengenai kewenangan relatif ini
diatur pada Pasal 118 HIR. Kewenangan relatif ini
menggunakan asas actor sequitor forum reiyang berarti
yang berwenang adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal

Tergugat.!!

Terhadap kewenangan/kompetensi relatif, apabila
Tergugat tidak mengajukan jawaban yaitu eksepsi
mengenai kewenangan relatif, maka perkara tetap dapat
dilanjutkan pemeriksaannya karena tidak menyangkut hal

krusial, yaitu hanya mengenai lokasi pengadilan

"' M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata..., 819.
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seharusnya. Contoh terhadap kewenangan/kompetensi
relatif, yaitu Penggugat mengajukan gugatan ke
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sedangkan diketahui
bahwa Tergugat bertempat tinggal di daerah Jakarta
Timur. Hal tersebut tidak sesuai dengan asas actor sequitor

forum rei.

Kewenangan/Kompetensi Absolut

Kewenangan/kompetensi ~ absolut ~ merupakan
pemisahan kewenangan yang menyangkut pembagian
kekuasaan antara badan-badan peradilan, dilihat dari
macamnya pengadilan, menyangkut pemberian kekuasaan
untuk mengadili (attributie van rechtsmacht). Pasal 24
ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa
kekuasaan kehakiman terdiri dari Peradilan Umum,
Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata

Usaha Negara.

Berdasarkan Pasal 136 HIR, apabila terdapat
pengajuan eksepsi mengenai kewenangan absolut maka
hakim akan memeriksa dan memutus terlebih dahulu
mengenai eksepsi tersebut. Terhadap pengajuan eksepsi

mengenai kewenangan absolut tersebut hakim akan
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menunda pemeriksaan pokok perkara. Hal tersebut
disebabkan oleh pemeriksaan serta pemutusan mengenai
eksepsi tersebut diambil dan dijatuhkan sebelum

pemeriksaan pokok perkara.

Terhadap kewenangan absolut, walaupun Tergugat
tidak mengajukan eksepsi kewenangan absolut atas perkara
yang diajukan ke suatu badan pengadilan, maka majelis
hakim tetap harus memeriksa terkait kewenangan
absolutnya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus
perkara yang diajukan kepadanya. Apabila terbukti bahwa
perkara tersebut bukan merupakan kewenangan absolut
pengadilan yang bersangkutan, maka majelis hakim wajib

menghentikan pemeriksaan.

B. Harta Bersama dalam Hukum Islam
Definisi harta bersama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
atau KBBI menurut etimologi atau susunan bahasa terdiri dari 2 suku
kata, yaitu: harta dan bersama. Harta diartikan sebagai benda dalam wujud
barang atau uang dan lainnya yang dapat dikategorikan sebagau kekayaan.
Selain itu, harta juga terdiri dari kekayaan yang dapat memiliki wujud dan
tidak memiliki wujud yang dan menurut perspektif hukum dapat dimiliki

oleh perusahaan. Sedangkan harta bersama dalam Kamus Besar Bahasa
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Indonesia adalah harta atau kekayaan yang digunakan (dimanfaatkan)
bersama-sama.'?

Pengertian harta bersama dapat diartikan sebagai harta yang
menjadi perolehan selama ada dalam ikatan perkawinan yang sah sehingga
kepemilikannya dapat diidentifikasikan menjadi hak berdua antara suami
dan istri. Harta kekayaan pada ikatan perkawinan ialah harta yang asalnya
dapat didapatkan baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama
antara suami istri saat keduanya berlangsung dalam ikatan perkawinan
yang sah. Harta bersama yang didapatkan dalam ikatan perkawinan yang
sah tidak akan mempersoalkan kekayaan atau harta bersama tersebut
secara hukum tidak mempersoalkan harta tersebut terdaftar atas nama
suami ataupun istri.!3

Harta bersama menurut Fatchur Rahman juga dapat didefinisikan
sebagai kekayaan yang didapatkan dari suami dan istri ketika ada ikatan
perkawinan yang digunakan untuk kehidupan berumah tangga.* Di
Indonesia aturan mengenai harta bersama di atur pada pasal 35 Undang-
undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 119 KUH Perdata,
dan Pasal 85 dan 86 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Harta bersama ini
telah diatur ketentuannya oleh hukum, baik secara pembagian harta

bersama serta pelaksanaannya.

12 Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.web.id/harta diakses tanggal 24 Februari 2021.
13 Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, (Jakarta:Kencana,2017), 121.
4 Fatchur Rahman, //mu Waris (Bandung: PT. Alma’arif, 1981), 41.
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Dalam pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan menerangkan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama,

yaitu sebagai berikut:

“Harta benda yang diperolen selama perkawinan menjadi harta
bersama.”®

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHPer,
ketentuan harta bersama telah diatur ketentuannya melalui Pasal 119 yang

berbunyi sebagai berikut:

“Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah
persetujuan bulat antara hak kekayaan suami dan istri, sekedar
mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain.
Persetujuan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau
diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan istri.”*®

Melalui Pasal 119 KUH Perdata di atas yang mengatur mengenai
ketentuan harta bersama, dapat diketahui bahwa  saat melakukan
perkawinan sesuai hukum yang berlaku maka telah terjadi persatuan antara
harta kekayaan milik suami dan istri ketika berlangsungnya perkawinan.
Kecuali, ada dan diatur perjanjian perkawinan mengenai ketentuan adanya
harta bersama dan perjanjian tersebut adalah perjanjian yang telah

disepakati oleh pihak suami maupun pihak istri.

Harta bersama juga diatur ketentuannya pada hukum Islam di
Indonesia yaitu melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu pada Pasal

85 KHI telah menyatakan sebagai berikut:

15 Undang-Undang No.1 Tahun 1974
16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
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“Adanya hak bersama dalam perkawinan itu tidak menutup
kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.”*’

Ketentuan dalam Pasal 85 KHI (Kompilasi Hukum Islam) di atas
dapat menunjukkan adanya harta bersama telah diatur ketentuannya dalam
hukum yang berlaku di Indonesia dan ketentuan itu telah ada dan berlaku
di Indonesia.

Pada hakikatnya di dalam hukum Islam, khususnya pada buku-
buku fikih klasik, harta atau kekayaan yang diperoleh antara suami dan
istri selama berlangsungnya perkawinan adalah harta atau kekayaan yang
terpisah. Sehingga ketentuan harta yang terpisah tersebut menjadikan
ketentuan harta bersama atau harta kekayaan yang diperoleh secara
bersama-sama tersebut atau yang didapat selama perkawinan dalam fikih
klasik tidak dikenal istilahnya. Baik dari golongan Syafi’iyah ataupun
menurut para ulama lain yang paling diikuti juga berdasarkan pendapat
ulama lain umumnya tidak ada yang membicarakan mengenai persoalan
harta bersama yang berlangsung dalam ikatan perkawinan yang sah.
Dalam kitab-kitab fikih klasik para Imam Mahzab juga lebih banyak
dibahas bahwa bagian-bagian harta atau kekayaan antara kedua belah
pihak yakni pihak suami dan istri harus terpisah dan tidak diatur mengenai
adanya gabungan harta kekayaan sesudah berlangsungnya perkawinan
tersebut. Sehingga ketentuan yang ada tidak mengenal istilah harta
bersama dan suami hanya berkewajiban untuk menafkahi istri sesuai

kewajibannya yang diatur dalam Alquran dan Hadis. Di dalam Alquran

17 Kompilasi Hukum Islam, Seri Perundangan..., 35.
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dan sunnah pun demikian, harta bersama juga tidak tercantum
ketentuannya dan tidak memiliki pembahasan yang membahas mengenai
harta bersama. Pemisahan harta tersebut menjadikan harta milik istri tetap
dikuasai oleh istri dan begitu pun sebaliknya, harta milik suami tetap
dikuasai oleh suami.*®

Dasar dari pemisahan harta adalah dari adanya ketentuan Alquran
pada surat an-Nisa’ ayat 32 yang bunyinya yaitu:
s Y S r&mﬁ izeg Kpsly Ky oSt Kl ea
] ;_}iﬁbjj Lol Slgs 29 r&\? Szt gl ;&st@;\j g,;w
e i % o oA \;}ﬁ;cw s ol il 2 it g
&5 0k B gl el ofs Kol e sl 2wl sy
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RSN Ny
“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada
sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang
laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para
wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah

kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Seseungguhnya Allah maha
mengetahui segala sesuatu”. (Q.S. an-Nisa’: 32)

Meskipun harta bersama belum ada pembahasannya dalam alquran
maupun hadis, namun menurut Imam Syafi’i harta bersama atau kekayaan
yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan yang sah dapat dikenal
ketentuannya sebagai shirkah.’’ Yahya Harahap dalam bukunya juga
memiliki pendapat yang senada dengan Imam Syafi’i ketika membicarakan

tentang perkongsian atau harta bersama dalam bahasa arab lebih dikenal

¥ Hilman Hasi Kusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan Hukum
Adat dan Hukum Agama, (Bandung: Mandar Maju, 2007),127.

Y Departemen Agama RI, A/-Quranul karim Terjemahan..., 81.

20 1dris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam: suatu analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun
1974 dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004),230-241.



37

dengan shirkah?' Menurut Sayyid Sabiq, shirkah yang dimaksud adalah
kesepakatan antara dua belah pihak yang berserikat dalam memperoleh
keuntungan dan modal.??> Sehingga dapat diketahui bahwa harta bersama
dalam hukum Islam lebih dikenal dengan nama shirkah.
Shirkah terdiri dari empat macam, yaitu sebagai berikut:
1.  Shirkah Inan yang merupakan perkongsian atau persekutuan
terbatas
2.  Shirkah ‘abdan yang merupakan perkongsian atau persekutuan
berdasarkan tenaga
3. Shirkah Mufawadah yang merupakan perkongsian atau
persekutuan tak terbatas
4.  Shirkah Al Wuyjuh yang merupakan perkongsian atau
persekutuan kepercayaan dan lain-lain
Shirkah yang dapat diuraikan dalam harta bersama adalah shirkah
‘abdan dan shirkah mufawadah . Berdasarkan pendapat dari Husni Syawali,
hanya terdapat dua jenis shirkah tersebut yang dapat dipakai, sebab hanya
shirkah ‘ abdan dan shirkah mufawadah lah yang mempunyai hubungan erat
dengan masalah harta bersama.?
Shirkah ‘ abdan adalah perkongsian atau persekutuan antara dua orang

pihak atau dapat lebih dengan tujuan bekerja secara bersama-sama dan

2 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2006), 111.

22 Sayyid Sabiq, Fikih al-Sunnah Jilid Terjemahan Kahar Mansyur, ( Jakarta: Kanisius,1991),194
2 Husni Syawali, Pengurusan (Bestuur) Atas Harta Kekayaan Perkawinan Menurut KUH Perdata
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam, (Yogyakarta:
Graha Ilmu, 2009), 77.
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penghasilan yang dihasilkan dari pekerjaan itu selanjutnya dibagi sesuali
pembagian masing-masing pihak. Pengertian shirkah mufawadah merupakan
persekutuan secara tak terbatas dalam memanajemen modal dan memberikan
hak penuh pada pihak anggota yang lain untuk melakukan sesuatu seperti
membeli suatu barang, mengkuasakan, menjual, menggadaikan dan lain
sebagainya.?*

Berdasakan definisi shirkah ‘abdan dan shirkah mufawadah di atas,
menurut Husni Syawali, praktek pembagian harta bersama atau harta gono-
gini yang ada dalam masyarakat Indonesia dapat diidentifikasikan sebagai
golongan dari shirkah ‘abdan atau perkongsian tenaga dan shirkah
mufawadah atau perkongsian tidak terbatas. Bisa diidentifikasikan sebagai
shirkah ‘ abdan sebab pihak suami istri yang ada di negara Indonesian saling
bantu membantu dalam bekerja untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan
shirkah mufawadah digolongkan karena perkongsian antara suami dan istri
adalah jenis dari perkongsian tidak terbatas selama masih berlangsungnya
perkawinan.?

Shirkah mufawadah dan shirkah ¢ abdan merupakan perkongsian yang
diperbolehkan oleh hukum Islam. Pendapat tersebut disandarkan dalam hadis
Nabi Muhammad Saw pada riwayat sunan Abu Dawud pada kitab jual beli

bab jual beli persekutuan, yaitu sebagai berikut:

24 Ismuha, Pencaharian Bersama Suami Istri Di Indonesia, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), 73.
25 Husni Syawali, Pengurusan (Bestuur) Atas..., 78.
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“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al
Mishshishi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Az
Zibrigan, dari Abu Hayyan At Taimi, dari ayahnya dari Abu Hurairah
dan ia merafa'kannya. la berkata; sesungguhnya Allah berfirman: Aku
adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada
salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya.
Apabila ia telah mengkhianatinya, maka aku keluar dari keduanya."
(HR. Abu Dawud No: 2936)

Berdasarkan hadis di atas shirkah ‘abdan dan shirkah mufawadah
adalah perkongsian yang diperbolehkan dengan tujuan memperoleh rezeki
dari Allah Swt. oleh sebab tersebut, perkongsian atau persekutuan antara
pihak suami dan pihak istri dalam bentuk harta yang dicari secara bersama-
sama adalah sah serta diperbolehkan oleh hukum Islam termasuk dalam
perkara harta bersama selama berada dalam ikatan suami dan istri.?’

Bahtsul Masail yang dilakukan di probolinggo pada tahun 1981
membahas mengenai hukum harta bersama, hasil Bahtsul Masail tersebut
membolehkan adanya ketentuan mengenai harta bersama dengan dalil dari
Bughyatul Mustarsyidin halaman 159, yaitu sebagai berikut:

“Telah bercampur harta benda suami istri dan tidak diketahui milik siapa

yang lebih banyak, dan tidak ada tanda-tanda yang dapat membedakan

salah satu dari keduanya, dan telah terjadi antara keduanya firqoh (cerai)

s/d ... betul. Apabila telah terjadi kebiasaan/ adat yang berlaku, bahwa

salah satu dari keduanya lebih banyak kerja kerasnya (cara

mendapatkannya) daripada satunya, maka perdamaian (suluh) dan saling

memberi atas sesama. Apabila tidak ada kesepakatan atas sesuatu dari hal
tersebut apa dari harta benda yang berada pada diri suami, maka yang

26 Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy’ats, Sunan Abi Dawud, jld 3. (Beirut: Al-Resalah Al-
A’lamiah Publisher, tt), 203.
2T Husni Syawali, Pengurusan (Bestuur) Atas..., 80.
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dibenarkan adalah pendapat suami dengan disertai sumpahnya bahwa itu

miliknya. Apabila harta itu ditangan keduanya maka masing-masing

menyumpah yang lainnya kemudian hartanya dibagi dua”. 28

Organisasi muhammadiyah dalam menyikapi harta bersama adalah
sejalan dengan hasil dari Bahtsul Masail yaitu, Muhammadiyah
membolehkan adanya harta bersama meskipun aturan mengenai harta
bersama tersebut tidak ada di nash atau di al-qur’an ataupun hadis. Harta
bersama tersebut menurut Muhammadiyah dapat digolongkan sebagai hasil
dari shirkah atau persekutuan antara pihak suami dan pihak isteri. Hal
tersebut dilakukan dengan alasan apabila telah ada dalam pernikahan, suami
dan isteri dapat dikategorikan telah melakukan shirkah atau persekutuan.
Umumnya, suami adalah sosok sebagai tulang punggung keluarga, dan
sebagai sosok yang mencari nafkah sedangkan isteri umumnya merupakan
seorang wanita yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga yang memiliki
tugas utama dalam memanajemen keuangan yang ada. Dalam kasus ini,
meskipun isteri tidak bekerja sebagai pencari nafkah, akan tetapi istri dengan
peranannya telah dipandang berkongsi, serta turut andil dalam memberikan
kekuatan atau tenaga dan juga fokus pemikirannya adalah untuk mengurus
kehidupan rumah tangga. Oleh sebab itu, berkongsi tidak harus selalu
diartikan sebagai mencari nafkah di luar rumah. Shirkah yang seperti ini
dalam muamalah atau praktek perdagangan dapat digolongkan sebagai

shirkah ‘abdan. Shirkah ‘abdan adalah shirkah yang diperbolehkan menurut

28 https:/santri.net/figih/bahtsul-masaail/warisan-gono-gini/ diakses tanggal 12 April 2020 Pukul
16.40.
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ketentuan hukum Islam. Terlebih jika isteri selain bertugas memanajemen

keuangan juga ikut bekerja mencari nafkah.?°

Di Indonesia, harta bersama diatur ketentuannya dalam Kompilasi
Hukum Islam, Harta bersama tersebut juga dikenal dengan shirkah atau
perkongsian. Shirkah tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 1 poin f yang
bunyinya sebagia berikut:

“Harta kekayaan dalam perkawinan atau shirkah adalah harta yang

diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam

ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut sebagai harta
bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun.”

Meskipun harta bersama tersebut ada dalam aturan KHI dan juga
disebut dengan shirkah atau perkongsian, namun pasal tersebut bertentangan
dengan aturan pasal 86 ayat 1 dan 2. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)
Pasal 86 ayat 1 dan 2 berbunyi sebagai berikut:

1. “Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan hak
istri karena perkawinan.
2. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya,

demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai
penuh olehnya.”*°

Pada hakikatnya di dalam perkawinan tidak dikenal konsep
penggabungan harta atau kekayaan antara pihak suami serta pihak istri dan
hak istri dikuasai penuh olehnya, begitu juga hak suami sesuai pasal 86 ayat 1

dan 2 di atas.

2 http://www.muhammadiyah.or.id/id/4-content-188-det-tanya-jawab-allslam.html diakses pada
tanggal 13 april 2020 pukul 00.47.
30 Kompilasi Hukum Islam, Seri Perundangan. .., 36.
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Pada pasal 89 dan Pasal 90 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan
suami isteri harus memiliki rasa saling bertanggungjawab untuk saling
menjaga harta bersama baik harta tersebut milik suami ataupun harta tersebut
milik isteri. Dan apabila terjadi perselisihan antara suami dan isteri tentang
pembagian harta bersama maka perselisihan tersebut dapat diselesaikan di
wilayah Pengadilan Agama sesuai wilayah hukumnya senada dengan

ketentuan Pasal 88 KHI (Kompilasi Hukum Islam).

Karakteristik harta bersama yang dijelaskan pada Pasal 91 Kompilasi
Hukum Islam (KHI) adalah sebagai berikut:

1. “Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat
berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
2. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak
bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
3. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun
kewajiban.
4. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah
satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.”3!
Apabila terdapat poligami atau memiliki lebih dari 1 orang istri, maka

perhitungan harta bersama tersebut terpisah dan dihitung saat mulai
berlangsungnya akad perkawinan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal
94 Kompilasi Hukum Islam

1. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai
isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.

2. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang
mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1),
dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua,
ketiga, atau keempat.

31 Kompilasi Hukum Islam, Seri Perundangan..., 40.
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Kemudian terkait pembagian harta bersama jika terjadi suatu perpisahan
baik cerai hidup dan cerai mati diatur ketentuannya dalam Pasal 96 dan 97.
Pada Pasal 96 KHI dijelaskan bahwa:
“1. Apabila terjadi cerai mati,maka separoh harta bersama menjadi
hak pasangan yang hidup lebih lama.
2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri
atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian

matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan
pengadilan.”

Dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam berbunyi sebagai berikut:

“Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari

harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian

perkawinan.”3?

Pasal 96 dan 97 di atas mengisyaratkan bahwa Pihak yang bercerai
baik cerai hidup maupun mati antara suami maupun istri masing-masingnya
memiliki hak seperdua dari harta yang diperoleh ketika berlangsungnya
perkawinan, kecuali apabila ditentukan lain dalam pejanjian perkawinan.

Pada dasarnya pertimbangan hakim apabila memutuskan suatu
perkara dalam hal pembagian harta bersama berdasarkan KHI terdapat dua
macam cara yakni melalui dasar musyawarah dan keadilan. Cara pertama
yaitu pasangan bisa memutuskan cara terbaik yaitu dengan berdamai atau

melalui musyawarah. Cara kedua yaitu keadilan saat pembagian tersebut

tidak merugikan salah satu pihak tersebut.®

C. Larangan Hakim Bersifat Aktif

32 Ibid., 40.

33 Muhamad Tigas Pradoto, Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum
Islam dan Hukum Perdata), Skripsi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Surakarta 2015, 11.



44

1. Pengertian Hakim

Hakim secara etimologi terdiri dari kata (3S\a - &35 — 283 yang
disebut dengan gadhi yang maknanya memutus, sedangkan secara
etimologi adalah orang yang adil dan bertujuan untuk memutuskan
perkara, sedangkan secara syara’, hakim adalah penegak hukum yaitu
hakim yang di beri kekusaan untuk menyelesaikan masalah gugat-
menggugat dalam perkara perdata. Apparat penegak hukum memiliki
konsekuensi yang cukup berat, karena perlunya menegakkan hukum
dan keadilan.?*

Dalam ketentuan pasal 1 ayat 5 Undang-Undang RI No. 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, definisi Hakim ialah
sebagai berikut:

“Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada
badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan
peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan
peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan
hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan
peradilan tersebut.”®®

Dalam Alquran, Allah mengatur manusia dalam berlaku adil dan

kebajikan. Hal tersebut sesuai dengan bunyi firman Allah Swt sebagai

berikut:

xC‘T Aid
\

éi\
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34 Wildan Suyut, Kode Etik Hakim (Jakarta: Kencana, 2013), 56.
35Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.
36 Departemen Agama RI, A/-Quranul karim Terjemahan..., 277.
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“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat
kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang
(melakukan) perbuatan keji, kemungkran, dan permusuhan. Dia
memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil
pelajaran.” (QS. an-Nahl: 90)

Pada lingkup wilayah kehakiman terdapat beberapa unsur-unsur
yang ada dalam persidangan. Unsur-unsur kehakiman tersebut adalah
sebagai berikut:*’

1. Hakim atau gadhi

2. Hukum (:s1=) adalah hasil dari keputusan gadhi atau hakim yang

berguna untuk menyelesaikan dan memutuskan perkara. Terdapat
2 macam jenis keputusan hakim yaitu gadha ilzam dan gadha
tarki. Qadha ilzam adalah menetapkan suatu keputusan dengan
dasar untuk menetapkan hak kepada salah satu pihak dengan
tindakan. Qadha tarki adalah penetapan berupa penolakan, seperti
dengan ucapan gadhi ke Penggugat.

3. Mahkum bihi (4 ), sesuatu yang diperlukan dan menjadi

kewajiban pemenuhannya oleh gadhi untuk dipenuhi sebagai
suatu hak. Pada gadha llzam adalah sebagai cara memenuhi hak
Penggugat. Sedangkan pada qadha tarki adalah terjadinya
penolakan atas gugatan tersebut. Pada dasarnya mahkum bihi
merupakan hak itu sendiri. Di dalam hak tersebut terdapat hak

milik Allah dan hak yang dimiliki oleh manusia.

37 Basiq Djalil, Peradilan Agama (Jakarta: Kencana, 2017), 4.
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4. Mahkum ‘alaih (x= :X2) seseorang yang di tuntut untuk

memenuhi hukuman kepada Penggugat atau orang Yyang
dijatuhkan hukuman atasnya.

Mahkum lahu (4 :X%) seorang yang berada pada pihak untuk

menggugat suatu hak kepada orang lain. Hak tersebut digugat
baik secara murni atau mendapatkan 2 hak namun haknya
mempunyai hak yang lebih diperlukan.

Perbuatan atau perkataan adalah mengabulkan atau merujuk
kepada hukum yang disebut dengan putusan.

Hakim sebagai salah satu dari unsur-unsur yang terdapat dalam

lingkup kehakiman yang disebutkan oleh penulis di atas. Hakim

merupakan suatu profesi yang memiliki syarat-syarat tertentu untuk

mencapai profesi hakim. Adapun Syarat-syarat yang diperlukan untuk

menjadi seorang Hakim yaitu:

1.

2.

Laki-laki yang merdeka

Telah berakal (memiliki kecerdasaan), seorang hakim juga
diwajibkan menjadi seorang yang bijaksana dan cerdas untuk
menanggapi dan menjelaskan suatu perkara yang sulit

Beragama Islam, salah satu syarat harus menjadi seorang hakim
dan syarat saksi harus beragama muslim. Jika kalau hakim
beragama selain Islam tidak dapat menyelesaikan perkara orang

muslim.
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4. Dapat berlaku Adil, hakim perlu mempunyai sifat yang adil dan
jujur dalam keadaan marah atau tenang dalam memutuskan
perkara.

5. Memahami segala cabang-cabangnya dan pokok hukum yang ada.
Seorang hakim perlu mengetahui dasar hukum dan cabang-
cabangnya hukum untuk mendapatkan jalan keluar masalah
tersebut.

6. Melihat, mendengarkan dan tidak bisu (tidak Cacat). Seorang
yang bisu atau orang cacat tidak bisa menjadi hakim, karena
seorang hakim harus memutuskan perkara dan membacakan
putusan tersebut. Hakim hendaknya tidak cacat, karena apabila
tuli tidak bisa mendengarkan keterangan pihak yang berperkara,
sedangkan orang yang cacat pada bagian mata sehingga tidak
dapat melihat maka tidak dapat menjadi seorang hakim.3®
Selain syarat-syarat menjadi seorang hakim di atas, negara

Indonesia memiliki syarat-syarat yang lebih spesifik untuk

mengangkat seorang hakim. Di Indonesia syarat menjadi hakim

tercantum dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama dengan beberapa tambahan. Pada pasal 13 Undang-

Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tersebut

menyatakan bahwa terdapat beberapa syarat yang dibutuhkan untuk

38 Ibid., 6.
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memenuhi profesi hakim dalam lingkup Pengadilan Agama. Syarat

menjadi seorang hakim adalah memenuhi persyaratan diantaranya:

1.

2.

Berkewarganegaraan Indonesia

Pemeluk agama Islam

Memiliki keyakinan kepada tuhan yang Maha Esa

Mempedomani Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
Merupakan seseorang yang tidak pernah mengikuti anggota
organisasi terlarang seperti PKI atau Partai Komunis Indonesia,
termasuk pula dilarang mengikuti organisasi bukan seseorang
yang pernah mengikuti “Gerakan Kontra Revolusi G-30-S/PKI”,
atau organisasi yang dilarang.

Telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil atau PNS
Berpendidikan minimal dari lulusan sarjana hukum yang
menguasai hukum Islam ataupun Sarjana syariah

Minimal berusia 25 (dua puluh lima) tahun

Dapat berperilaku wibawa, berkata jujur, bersikap adil dan
berperilaku tidak tercela.®

Mengadili dan memeriksa adalah tugas pokok dari seorang

hakim. Tugas pokok seorang hakim tersebut, keseluruhannya telah

diatur ketentuannya secara baik dalam UU yang berlaku. Lembaga

Pengadilan termasuk hakim dilarang untuk tidak menerima suatu

kasus dan menolak ketika memeriksa, mengadili dan memutuskan

39 Zainal Abidin Abu Bakar, Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama(Jakarta:
Al-Hikmah, 1955),248
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kasus yang diajukan di pengadilan dengan dalil dasar hukum yang
tidak ada atau apabila Undang-Undang yang mengatur kasus itu tidak
mengatur secara jelas, sehingga seorang hakim hakim dilarang untuk
menolak untuk suatu perkara yang diajukan sesuai ketentuan dalam
Undang-undang. %°
1. Prinsip-prisip Hakim
Hakim memiliki prinsip-prinsip yang harus dipedomani dan
diterapkan dalam melaksanakan tugas yang diamanatkan padanya.
Dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim adalah prinsip-prinsip
yang harus dipedomani hakim, prinsip tersebut adalah sebagai
berikut:*
1. Berlaku adil
Pada hakikatnya adil memiliki makna bahwa hakim harus
bersikap bahwa mengetahui permasalahan pada tempatnya dan
memberikan hak kepada orang yang berperkara yang disandarkan
oleh pedoman bahwa semua orang harus mempunyai kedudukan
yang sama di depan hukum. Namun tujuan paling utama yang
paling mendasar dalam keadilan adalah bentuk seorang hakim
dalam memperlakukan sama bagi setiap orang yang berperkara
sesuai dengan hak-haknya. Sehingga, hakim harus bertugas dan
berprofesi dalam bidang peradilan yang mempunyai tanggung

jawab untuk menengakkan hukum secara benar dan adil. Oleh

40 Pasal 16 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
4 Keputusan Bersama Ketua Makhamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor
047/KMA /SKB/IV/ 2009 dan Nomor 02/ SKB/ P.KY/ IV/2009.
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karena itu hakim harus berlaku adil dan dilarang bersikap
mendiskriminasikan orang yang maju dalam persidangan.
2. Bersifat jujur
Kejujuran berarti bahwa seorang hakim harus berani
berkata mana yang salah dan benar. Terbentuknya pribadi
seseorang yaitu untuk menjadi hakim yang kuat, bangkit dan

untuk menentukan yang hak dan batil.

3. Arif dan bijaksana
Dalam KBBI arif berarti bahwa seseorang yang terkenal
sebagai orang bijaksana, cerdik, pandai serta berilmu. Selain itu
dalam KBBI arif juga dikenal sebagai seseorang yang paham dan
mengerti dalam segala hal.*? Dan dalam KBBI bijaksana
bermakna selalu menggunakan akal budinya dan orang yang
pandai juga hati-hati.** Pada hakikatnya hakim perlu untuk
berperilaku yang baik sehingga dapat terbentuk berperilaku arif
dan bijaksana sesuai dengan norma keagamaan, norma hukum,
kesusilaan, serta kebiasaan.
4. Mandiri
Pada hakikatnya bersikap mandiri bermakna bahwa
seorang hakim bisa mengerjakan sendiri tidak bergantung dan

tidak mendapatkan bantuan dari orang lain. Terbentuknya sikap

42 Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.web.id/arif diakses pada tanggal 23 Februari 2021.
43 Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.web.id/bijaksana diaskes pada tanggal 23 Februari
2021.
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mandiri mendorong hakim harus berpegang teguh dan memenuhi
tuntutan hukum yang berlaku serta berkeyakinan atas apa yang
menurutnya benar dengan bukti-bukti yang mendukung perkara.
Memiliki integritas tinggi

Dalam prinsip hakim yang berintegritas tinggi hakim
harus mempuyai sifat yang berpegang teguh dan setia pada
norma-norma yang ada di masyarakat ketika menjalankan
tugasnya. Hakim berintegritas tinggi akan menyebabkan
terbentuknya pribadi yang berani untuk tegas tidak menerima
suap serta selalu mengedepankan hati Nurani untuk
mengedepankan sebuah keadilan.
Bertanggung jawab

Pada hakikatnya bertanggung jawab memiliki arti
keberanian untuk menjalankan tugas dan wewenang. Bertanggung
jawab mendorong pribadi yang mampu menengakkan keadilan
dan keberanian dalam suatu profesi tersebut.
Menunjung tinggi harga diri

Harga diri mempunyai arti sebagai sifat manusia yang
menjaga martabat dan kehormatan yang dimiliki. Seorang hakim
harus mempertahankan kehormatan dan martabat yang dimiliki
sebagai aparat penengak hukum.

Berdisplin tinggi
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Pada hakikatnya disiplin mempunyai arti yaitu harus
menaati kaidah-kaidah atau norma-norma hukum sebagai pemberi
amanah dan kepercayaan bagi masyarakat. Perilaku disipilin
mendorong hakim untuk menjadi tertib ketika melaksanakan
tugas, pengabdian dan untuk menjadi sosok yang dapat dipanuti
serta dihormati oleh orang lain..

9. Berperilaku rendah hati

Rendah hati memiliki makna bahwa hakim menyadari
bahwa kemampuan diri untuk terhindar dari sifat keangkuhan.
Rendah hati membuat Hakim terus merasa kurang dalam
berpendapat sehingga dirinya mau belajar untuk mendengarkan
pendapat orang lain, sederhana dalam bersikap serta rasa syukur
dan ikhlas.

10. Bersikap profesional

Profesional dapat diartikan sebagai bentuk dari sikap
moral untuk melaksanakan pekerjaan dengan kesungguhan, tekat,
dengan dasar pengetahun keterampilan hakim dan wawasan yang
dimiliki.

2. Larangan Hakim
Di kalangan Pengadilan hakim harus mempunyai sifat yang
independent dan nama baik guna menegakkan keadilan untuk
masyarakat. Berdirinya pengadilan yang independen, semua orang

harus mempertahankan, mendirikan, dan menciptakan sifat yang baik
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untuk peradilan agar berintegritas. Jika ingin menjaga integritas, maka
semua orang harus menjalankan masing-masig tugasnya dengan adil
dan jujur. Seorang hakim harus berlaku adil dan tidak boleh memihak
siapapun, jika hakim mempunyai sifat memihak, maka hakim
membawa reputasi yang buruk dalam pengadilan. Oleh sebab itu
menjadi seorang hakim harus menjaga dan menjalankan sifat yang
konsisten dalam menjalankan tugasnya.

Seorang hakim harus menjaga sifat integritas, apabila hakim
mempunyai aktivitas tambahan diluar tetap harus dijaga hubungannya,
sebab dengan menjaga hubungan akan lebih meminimalkan terjadinya
konflik antara hakim dan orang tersebut yang dapat mempengaruhi
diri terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim tersebut.

Jika seorang hakim yang sangat berhati-hati dalam beraktivitas
diluar dan tidak sesuai dengan tugasnya, maka tidak ada orang yang
ikut campur dalam tugas hakim. Seorang hakim harus bisa membuat
keputusan yang seadil-adilnya dalam memutus perkara dan tidak perlu
memandang dari kalangan masyrakat yang beda kasta.

Dalam Islam, seorang hakim harus tau larangan dalam
menjalankan tugasnya yaitu:

1. Pemeriksaan terhadap kerabat
Seorang hakim dalam menetapkan suatu perkara antara

dua pihak yang berselisih, hakim harus menjaga dan menjalankan
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sifat yang adil. Seorang hakim dilarang untuk memihak salah
satunya, khusunya kerabat dekatnya.

Menurut para ahli hukum Islam berpendapat, seorang
hakim tidak boleh mengadili suatu perselisihan yang salah
satunya mempunyai hubungan kerabat, jika seorang hakim
mengadili perkara kerabatnya maka hakim tidak bisa memutus
perkara tersebut. Pandangan ini sejalan dengan ahli hukum Islam,
seorang hakim tidak boleh memihak kepada salah satu pihak, jika
hakim memihak salah satunya tidak dapat diterima dengan
kesaksiannya menurut hukum Islam tentang kesaksian.**alasan
tidak menerima kesaksian dari kerabat dekat untuk mencegah
hakim akan cenderung membantu kerabatnya.

2. Hadiah untuk hakim

Sebagai hakim tidak boleh menerima hadiah dari orang
yang berperkara atau salah satu pihak. Jika memberi hadiah
kepada hakim, maka hakim akan berlaku tidak adil kepada salah
satu pihak.

Dalam Sunan Abu Dawud pada kitab jual beli pada bab
memberi hadiah untuk suatu kepentingan Nomor: 3074.
Diriwayatkan dari Rasullah saw. beliau bersabda:

S e G 3 RE e g 1 Bl S e 0 BT s

GGl f 52 ol 22 Ote Uf o3 s e s Gl 3 A

4 Mohammad Ibnu Rushd, Bidayat A/-Mujtahid, (Kairo: Mathba’at Mustafa al-Halabi), 304.
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“Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin 'Amru bin
As Sarh telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb dari
Umar bin Malik dari 'Ubaidullah bin Abu Ja'far dari
Khalid bin Abu Imran dari Al Qasim dari Abu Umamah
dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda:
"Barangsiapa memohonkan untuk saudaranya dengan
sebuah permohonan, kemudian saudaranya tersebut
memberikan hadiah kepadanya lantaran permohonan
tersebut lalu ia menerimanya, maka sungguh ia telah
mendatangi salah satu pintu besar di antara pintu-pintu
riba.” (H R. Sunan Abu Dawud No. 3074).%°

3. Korupsi (suap-menyuap)

Dalam hukum Islam tidak memperbolehan menyuap
dalam waktu pengangkatan hakim. Hukum Islam melarang keras
perbuatan tersebut. Karena tindakan itu hukumnya haram.*®

Perbuatan suap-menyuap atau melakukan tindakan korupsi
tidak diperkenankan oleh ketentuan hukum Islam. Di hukum
Islam jika ada orang yang menyuap maka hakim yang disuap
akan diancam masuk ke neraka. Tidak hanya hakim, orang yang
menyuap hakim pun juga diancam masuk ke penjara. Bahkan
apabila ada perantara di antara yang menyuap dan hakim yang
disuap, maka orang yang menjadi perantara tersebut juga diancam

masuk penjara.

4 Imam as-Shan'ani, "Subulus Salam Syarah Bulughul Maram", Kampung Sunnah, No. 3074
(Oktober 2013).

4 Wildan Suyuti Mustofa, Kode Etik Profesi dan Pertanggungjawaban hakim, (Jakarta:
Makhamah Agung RI, 2004), 31.
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Dalam Sunan Ibnu Majah pada Kitab Hukum-hukum pada

bab bab Terguran untuk berlaku zhalim dan korup Nomor: 2304.
Diriwayatkan dari Rasullah saw. beliau bersabda:

o od de g U gl e Bl a5 Wl 22 1 2k Wis

B Lo & 055 06 06y 5 b el of e A

Al e e sl gles e

“Telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad

berkata, telah menceritakan kepada kami Waki' berkata,

telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Dzi'b dari

pamannya Al Harits bin 'Abdurrahman dari Abu Salamah

dari Abdullah bin Amru ia berkata, Rasulullah shallallahu

‘alaihi wasallam bersabda: Allah melaknat penyuap dan
penerima suap.”*’(HR. lonu Majah No. 2304)

Larangan seorang hakim ketika mengadili kerabat yaitu
untuk menghindari dari adanya resiko bersikap tidak adil terhadap
lawannya. Karena memberi keringanan yang tidak semestinya.

Hakim dilarang menunda untuk memutus perkara apabila
tidak ada keperluan udzur syariat dan sebaliknya hakim tidak
boleh menyembunyikan diri kecuali apabila hakim sedang berada
di waktu istrirahat.

3. Larangan Hakim Bersifat Aktif (Hakim Pasif)
Dalam persidangan ditahap jawab-menjawab hakim aktif
adalah hakim yang memimpin jalannya persidangan. Sebagai
pimpinan sidang, hakim harus bertanggung jawab supaya prinsip

peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan sesuai aturan

47 Imam as-Shan'ani, "Subulus Salam Syarah..., 2304.
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dalam Undang-Undang Rl No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan
Kehakiman Pasal 5 (2).%8

Meskipun dalam pimpinan sidang, hakim tidak boleh bersikap
pasif dan harus bersikap aktif dalam meenyelesaikan semua
persoalaan untuk memperlancar persidangan. Seorang hakim berhak
membatasi pihak-pihak pada waktu jawab-menjawab. Hakim harus
mengetahui perkara yang disengketakan oleh para pihak agar hakim
fokus melakukan pembuktian yang diajukan.

Keaktifan hakim tidak hanya dilakukan untuk mewujudkan
peradilan yang sesuai prinsip peradilan, yaitu sederhana, cepat, dan
berbiaya ringan tetapi hakim mudah menarik kesimpulan yang akan di
sengketakan. Apabila di persidangan tidak dipersengketakan maka
perkara tidak bisa kualifikasikan sebagai perkara contradictoir.
Larangan hakim yang bersifat aktif merupakan hakim yang pada

aturannya diharuskan bersifat pasif. Pada prinsip hakim pasif mengenai
pokok perkara ditentukan sendiri oleh para pihak, jika ada perubahan atau
pencabutan dalam gugatan. Pasal 178 ayat 3 HIR jo 189 ayat 3 Rbg yang

isinya adalah sebagai berikut:

“ia tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak
digugat, atau memberikan lebih dari apa yang digugat”

Menurut Sudikno Mertokusumo adalah orang yang ahli hukum

yang mengerti tentang prinsip hakim pasif dan hakim aktif dan

48 Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman



58

keduanya menggunakan istilah- istilah sesuai sumbernya. Dalam
teorinya asas hakim pasif tidak ada hubungan dengan kepasifan total
atau absolut dari hakim ketika memutus serta memeriksa
perrmasalahan tersebut. Sebab mengenai perkara yang diputus,
diajukan oleh pihak yang berperkara bukan oleh hakim. 4°
Menurut L.J. van Apeldoorn hakim wajib bersifat pasif.>
Adapun alasan-alasan hakim yang bersifat pasif sebagai berikut:
1. Insiatif mengajukan perdata
Insiatif perkara berada para pihak, karena secara rasional
hukum perdata mengatur bagaimana cara mempertahankan
kepentingan khusunya perkara para pihak agar dapat
dipertahankan atau tidak. Para pihaklah yang dapat menentukan
untuk melanjutkan atau memberhentikan kasus yang diajukan.
2. Kuasa para pihak
Pada Pasal 130 HIR ayat (2) yang menyatakan bahwa jika
diberi kesempatan untuk menempuh jalan damai. Dan adapun
alasan pencabutan gugatan tersebut.>!
3. Pertikaian bergantung kepada para pihak
Hakim wajib menetukan hal-hal yang akan dibuktikan
apakah sesuai dengan tuntutan yang ada sebab ruang lingkup
yang diajukan mengenai putusan tersebut harus diajukan oleh

para pihak bukan atas keinginan atau anjuran dari hakim.

4 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indoesia, (Y ogyakarta: Liberty,2006), 163.
S0 L. J. van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta:Pradnya Paramita,2005),250.
51 R. Soeroso, Herzien Inlandsch Reglement (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).
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Hakim menerima penetapan para pihak

Ketika salah satu pihak mempercayai perkataan pihak lain,
maka hakim tidak boleh meragukan dan harus menerima
pernyataan tersebut. Tanpa perlu menyelidiki apakah hal tersebut
benar atau tidak kebenarannya. oleh sebab itu dalam hukum
perdata, keyakinan hakim digunakan untuk meyakinkan atau
menambah kebenaran terhadap alat bukti yang disuguhkan dalam
peradilan.
Hakim tidak boleh memeriksa kebenaran sumpah

Sumpah dapat dilakukan oleh salah satu orang yang
berperkara. Sumpah tersebut tidak boleh diragukan kebenarannya
oleh hakim. Hakim dilarang memeriksa keaslian atau ketulusan

sumpah tersebut.



BAB |11
PUTUSAN MA NO. 97/K/AF/2013 TENTANG PEMBATALAN PUTUSAN

PTA NO. 36/PDT.G/2012/PTA.MDN MENGENAI HARTA BERSAMA

A. Kasus Posisi dalam Putusan MA No. 97/K/AG/2013

Perbuatan putusnya perkawinan menyebabkan permasalahan harta
bersama, sebagaimana yang terjadi pada kasus putusan Majelis Hakim di
tingkat Makamah Agung, tercantum pada putusan No. 97/K/AG/2013
mengenai harta bersama pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2013. Kasus pada
putusan ini merupakan salah satu contoh kasus di bidang perdata mengenai
harta bersama.

Perkara ini tercantum dalam putusan Mahkamah Agung No.
97/K/AG/2013, yang berada di tahap kasasi. Untuk tahap banding, perkara ini
berada di Pengadilan Tinggi Agama Medan No. 36/Pdt.G/2012/PTA.Mdn
pada tanggal 27 April 2012 M, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir
1433 H.

Gambaran pada kasus ini diawali dengan penguggat yang bernama
Herli Tampubolon binti Kaston yang bertempat tinggal di Jalan Sudirman,
Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat dan diwakili
oleh Advokat yang bernama Arifin Saleh, S.H., dan Tergugat yang bernama
Sudario bin Syahyan yang bertempat tinggal di Jalan M.T Hariono,
Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat. Bahwa
Penggugat dan Tergugat melangsung pernikahan pada tanggal 13 Februari

2006 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat, namun Penggugat dan

60
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Tergugat bercerai pada tanggal 6 September 2011 di Pengadilan Agama
Stabat.

Kemudian pengugat mengajukan gugatan kepada Tergugat ke
Pengadilan Agama Stabat No. 606/Pdt.G/2011/PA.Sth. tentang harta
bersama. Kemudian harta bersama 606/Pdt.G/2011/PA.Stbh. Penggugat dalam
petitumnya menginkan harta bersama dibagi sama rata.

Harta bersama yang dimaksud dalam kasus ini adalah sebidang tanah
darat/pertapakan rumah dengan dengan ukuran 16 m x 50 m (800 m?) di Jalan
MT. Hariono, Lingkunga VIII, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Stabat,
Kabupaten Langkat yang berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Suwarni dkk kurang lebih
50 m.

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Suwani dkk kurang lebih
50 m.

3. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Suwarni dkk kurang lebih
16 m.

4. Sebelah Barat berbatasan dengan jalan umum dkk kurang lebih 16 m.

Dalam putusan tersebut Penggugat meminta Majelis Hakim
menghukum Tergugat untuk menyerahkan sebidang tanah darat/pertapakan
rumah yang berukuran 16 m x 50 m secara innatura atau jika tidak bisa
dibagi secara innatura, harus dilelang dan hasilnya dibagi menjadi dua.

Selanjutnya Tergugat membanding putusan Pengadilan Agama Stabat

No. 606/Pdt.G/2011/PA.Stb ke Pengadilan Tinggi Agama Medan No.
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36/Pdt.G/2012/PTA.Mdn. Dalam banding ini Majelis Hakim menyatakan
bahwa ada hak istri pertama dalam pembagian harta bersama tersebut. Setelah
penulis melihat dalam gugatan tidak pernah disebutkan hak istri pertama
dalam gugatan harta bersama tersebut.

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Agama Strabat
No. 606/Pdt.G/2011/PA.Sth. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama
Berpendapat bahwa dalam permasalahan ini jika ada orang lain yang
seharusya dijadikan menjadi pihak sehingga konflik yang dipermasalahkan
bisa selesai dengan baik. Yang dimaksud dengan orang lain yaitu istri tua.
Namun jika ada orang lain yang tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara
ini, sehingga gugatan Penggugat mengandung gugatan kurang pihak atau
cacat plurium litis consortium.

Pada kasus ini kemudian Penggugat mengajukan putusan ketahap
kasasi di Mahkamah Agung No. 97 K/AG/2013. Kemudian ditahap kasasi ini
menurut Penggugat, yang disetujui oleh Majelis Hakim dan menyatakan
bahwa Majelis Hakim Penggadilan Tinggi Agama No.
36/Pdt.G/2012/PTA.Mdn. Salah dalam menerapkan hukum.

Majelis Hakim Mahkamah Agung menjelaskan bahwa hakim
Pengadilan Tinggi Agama pada perkara No. 36/Pdt.G/2012/PTA.Mdn.
Menyangkutkan pihak ketiga dalam berperkara dalam harta bersama dan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama cenderung bersifat aktif. Dalam

putusan Mahkamah Agung dengan perkara No. 97/K/AG/2013 tetang harta
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bersama pada hari kamis tanggal 16 Mei 2013 bisa diketahui ada 2 (dua)
keberatan yang disampaikan oleh Penggugat.

Keberatan pertama disampaikan oleh pemohon kasasi atau Penggugat
adalah bahwa tenggang waktu banding yang diajukan oleh termohon kasasi
atau Penggugat pada tingkat banding telah melampui batas waktu yang
ditetapkan undang-undang yang berlaku. Keberatan kedua yang diajukan oleh
Penggugat adalah bahwa menurut Penggugat Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Agama Medan telah lalai dalam melengkapi syarat-syarat sesuai
aturan perundang-undangan yang ada.

Deskripsi keberatan kasasi dalam putusan MA No. 97/K/AG/2013

Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung pada perkara No.
97/K/AG/2013, bahwa yang sebagai pemohon kasasi yang bernama Herli
Tampubolo binti Kaston yang bertempat tinggal di Jalan Sudirman,
Perumahan Mekar Damai, Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat,
Kabupaten Langkat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arifin Saleh, S.H.

Pemohon dan termohon kasasi melangsungkan perkawinan pada
tanggal 13 Februari 2006 di Kecamatan Stabat yang sesuai dengan kutipan
akta nikah No. 146/12/11/2006 pada tanggal 13 Februari 2006 yang
diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat, namun telah bercerai
pada tanggal 6 September 2011 di Pengadilan Agama Stabat yang sesuai

dengan kutipan akta cerai No. 41/AC/2011/PA.Stb.
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Diketahui dalam putusan Mahkamah Agung dengan perkara No.

97/K/AG/2013 tetang harta bersama pada hari kamis tanggal 16 Mei 2013.

Bahwa ada dua (2) keberatan yang diajukan pihak pemohon kasasi.

1.

Keberatan pertama ada di tenggang waktu banding yang diajukan
termohon kasasi pada tingkat banding telah melampui batas waktu yang
ditentukan oleh undang-undang tersebut.

Pemohon banding melihat akta yang dibuat oleh panitera
Pengadilan Agama Strabat bahwa termohon kasasi pada tanggal 26
Januari 2012 mengajukan pemohonan banding atas putusan Pengadilan
Agama Strabat No. 606/Pdt.G/2011/PA.Stb. Pada tanggal 29 Desember
2011 M yang bertepatan dengan tanggal 4 safat 1433 H, pemohon
banding terlah diberitaunkan kepada pihak lawannya pada tanggal 9
Februari 2012, dan sudah terdaftar dikepaniteraan Pengadilian Tinggi
Agama Medan No. 36/Pdt.G/2012/Pta.Mdn tanggal 14 Maret 2012.

Diketahui dalam putusan tersebut, bahwa pemohon banding yang
disampaikan oleh pembanding dalam jangka waktu banding dan menurut
cara yang ditetapkan undang-undang, selain itu sudah sempurna
disampaikan kepada terbanding, sehingga permohonan banding harus
diterima.

Pemohon kasasi secara tegas menolak pertimbangan hukum
tersebut dengan alasan-alasan tersebut dengan alasan-alasan sebagai
berikut:

a. Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan telah khilaf dan tidak

cermat dalam memutus perkara tahap banding, karena pada batas
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waktu permintaan banding oleh pembanding kasasi sudah melewati
batas waktu yang sudah ditetapkan oleh undang-undang yang
berlaku.

b. Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang, perkara itu diputuskan
pada tanggal 29 Desember 2011. Selain itu ada pembacaan putusan
itu namun tidak dihadiri oleh termohon kasasi, kemudian Majelis
Hakim Tinggi memutus perkara pada tahap banding dan tidak sama
sekali menjelaskan kapan waktu permintaan banding itu diajukan
oleh termohon kasasi.

c. Dalam permintaan banding ke Pengadilan Agama Medan yang telah
diajukan oleh termohon kasasi pada tanggal 26 Januari 2012, dalam
hal ini sudah jelas membuktikan bahwa permohonan banding
diajukan telah lewat waktu dari batas waktu permintaan banding
yang sudah ditentukan oleh undang-undang yang ada, yaitu pada
tanggal 12 Jnuari 2012, bahwa Majelis Hakim Tinggi memutus
perkara ini dalam pertimbangnnya menyimpulkan bahwa pemohon
kasasi ini yang sudah diajukan oleh termohon kasasi masih ada
dalam waktu tenggang pada saat banding dan berdasarkan cara yang
ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku. Oleh sebab itu
Mahkamah Agung yang mengadili perkara itu, dan menerima alasan
hukum permohonan kasasi tersebut.

2. Keberatan kedua yaitu Pengadilan Tinggi Agama Medan telah lalai
melengkapi syarat-syarat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-

undangan tersebut.
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Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan Pengadilan
Agama Stabat No. 606/Pdt.G/2011/PA.Stb mengabulkan pokok gugatan
Penggugat, kemudian Majelis Hakim pada tingkat banding yaitu
Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat bahwa Majelis Hakim
tidak sependapat, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim lebih mempertimbangkan
isi atau substansi dalam perkara kasus tersebut, Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Agama Medan perlu mempertimbangkan terlebih
dahulu mengenai materi kasus dalam segi formal gugatan tersebut.
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan perlu memastikan
bahwa gugatan Penggugat tidak memuat adanya cacat plurium litis
consortium (gugatan kurang pihak):

Penggugat dalam kasus ini menggugat mengenai hal-hal yang
pokoknya adalah sebagai berikut:

a. Pihak Penggugat atau pemohon kasasi dan pihak Tergugat atau
termohon kasasi adalah suami istri yang sudah menikah pada tanggal
13 februari 2006 yang sudah bercerai di Pengadilan Agama Stabat
pada tanggal 06 September 2011

b. Dalam perkawinan antara pihak Penggugat atau pemohon kasasi dan
pihak Tergugat atau termohon kasasi telah dibeli dari penghasilan
pihak Tergugat dan pihak Penggugat yaitu sebuah harta berupa
tanah. Harta tersebut kemudian dimohonkan dalam Pengadilan

Agama Stabat sebagai harta bersama antara Penggugat dengan
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Tergugat dan meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama
Stabat untuk menentukan bagian harta bersama tersebut pada pihak
Penggugat atau pemohon kasasi dan pihak Tergugat atau termohon
kasasi.

Berdasarkan gugatan putusan tersebut, Penggugat atau termohon
kasasi berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi Agama Medan sudah lalai
dalam memenuhi ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Selanjutnya dalam keberatan yang ada dalam putusan kasasi
ini, pihak Penggugat mengungkapkan beberapa hal untuk menguatkan
pendapatnya, pendapat tersebut berisi:

1. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan dinilai pemohon kasasi telah
lalai dalam memenuhi syarat-syarat formulasi putusan.

Pemohon kasasi menilai bahwa seharusnya secara garis besar
untuk membuat formulasi putusan pengadilan telah diatur pada pasal 184
HIR atau dalam pasal 195 RBg Jo pasal 25 UU No. 4 Tahun 2004
tentang Kekuasaan Kehakiman dan bisa dilihat pada putusan MA No.
312 K/Sip/1974 yang mengatur mengenai formulasi putusan yakni
putusan perlu memuat secara ringkas dan jelas mengenai pokok-pokok
perkara, jawaban, pertimbangan hukum serta mengenai amar putusan.

Selanjutnya pada bagian pertimbangan hukum, menurut pemohon
kasasi perlu memuat mengenai analisis, argumentasi, pendapat ataupun
kesimpulan hukum berdasarkan adanya pembuktian. Pada pertimbangan
hakim menurut pemohon kasasi perlu memenuhi atau menjawab

pertanyaan mengenai apakah alat bukti yang ada memenuhi syarat-syarat
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formil dan materil, batas minimal pembuktian, mengenai dalil gugat apa
saja yang dibantah serta sejauh mana nilai kekuatan pembuktian yang
dimiliki oleh para pihak.

Dalam putusan Pengadilan Agama Stabat No.
606/Pdt.G/2011/PA.Stb. yang diputus pada tangggal 29 Desember 2011,
dalam bagian pertimbangan hukumnya menurut pemohon kasasi telah
terbukti sudah lengkap dalam menguraikan kedudukan pihak-pihak yang
berperkara, mengenai bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak telah
atau belum melengkapi syarat formil dan materil, bukti-bukti yang telah
memenuhi batas minimal pembuktian serta nilai kekuatan dari adanya
pembuktian yang terjadi.

Pemohon kasasi selanjutnya menyatakan bahwa Pengadilan
Tinggi Agama Medan dalam mengambil keputusan didasarkan pada
putusan yang ada dalam Pengadilan Agama Stabat yang menangani kasus
ini dianggap oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan
bahwa gugatan yang diajukan tidak mempertimbangkan materi gugatan
formal yang diajukan oleh Penggugat yaitu mengenai apakah gugatan
tersebut tidak mengandung cacat hukum plurium litis consortium
(gugatan kurang pihak).

Pembuktian yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Stabat No.
606/Pdt.G/2011/PA.Stb. menurut pemohon kasasi telah jelas dan telah
memenuhi nilai pembuktian. Selanjutnya pemohon kasasi menguatkan

pendapatnya dengan mengutip pasal 311 RBg pengakuan yang ada dalam
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putusan tersebut dianggap pemohon kasasi sebagai alat bukti yang
memiliki nilai pembuktian yang lengkap dan sempurna sehingga
terhadap kasus atau perkara ini tidak dibutuhkan lagi pembuktian lain.
Menurut pemohon kasasi, pengakuan yang ada dalam hukum pembuktian
dinilai sempurna karena dapat diyakini kebenara hubungan hukum antara
pihak yang berperkara dengan objek perkara yang diajukan dalam
putusan tersebut. Pemohon kasasi juga berpendapat bahwa kebenaran
hubungan hukum tersebut tidak terkait dengan pihak ketiga yang tidak
mempunyai kepentingan atas harta bersama atau harta yang menjadi
objek persengketaan.

Dalam pembuktian khusunya tentang perkawinan harus ada
pembuktian pengakuan dan juga perlu akta tentang perkawinan. Dilihat
dari Pasal 2 UU NO. 1Tahun 974 jo Pasal 11 PP No. 9 Tahun 1975, jika
pada pengakuan perkawinan tidak disertakan dengan akta nikah, maka
pengakuan tidak sah sebagai alat bukti; Bahwa kedudukan hukum
Susiyani binti sukarto dinyatakan oleh Pengadilan Agama Medan sebgai
istri tua (istri pertama) Tergugat harus membuktikan dahulu, tidak hanya
dari pengakuan semata tanpa ada akta perkawinan dari pemerintah
setempat yang berwenang.

Kemudian putusan sudah terbukti di Pengadilan Agama Stabat
tersebut, sudah dibuat untuk memenuhi syarat-syarat yang ditentukan
oleh undang-undang yang berlaku, namun sebaliknyaa putusan yang

dibuat oleh Pengadilan Agama Medan tidak memenuhi syarat-syarat



70

yang ditetapkan di dalam undang-undang yang berlaku, sehingga tidak

sah dan harus dibatalkan.

Tentang Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan tidak memuat dasar
hukum.

Dalam putusan pengadilan harus berisi alasan-alasan, dasar-dasar
putusan, pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang dijadikan
sebagai landasan putusan, dan juga harus menyebutkan sumber hukum
tak tertulis yang jelas untuk dijadikan dasar pertimbangan seperti yang
dimaksud dengan Pasal 184 ayat 2 HIR Jo. Dalam Pasal 195 ayat 2 RBg.
Dapat dilihat dari Pasal 25 ayat 1 UU No. 4 Tahun 2004 Jo. Undang-
Undang No. 28 Tahun 2009

Namun di Pengadilan Tinggi Agama Medan dalam memutus
putusan tidak secara jelas mengutip suatu perundang-undangan yang
menjadi dasar putusan tersebut, kemudian seluruh pertimbangan sangat
dipaksakan, maka putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan No.
36/Pdt.G/2012/PTA.Mdn dibuat tanpa melengkapi syarat-syarat yang
ditentukan undang-undang tersebut, sehingga putusan harus dibatalkan
dan tidak sah.

Dalam Pengadilan Tinggi Agama Medan telah salah menginplemasikan
atau melanggar hukum yang ada, dalam mengambil putusan tentang
ketentuan gugatan kurang pihak atau plurium litis consortium. Bahwa
perkara ini jika ada orang lain yang harus dijadikan sebagai pihak

sehingga sengketa ini terselesaikan dengan baik.
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Dalam pertimbangan hukum tidak jelas dalam menerapkan
hukumnya, karena dasar hukum yang ada tidak diuraikan, sehingga
mengakibatkan pendapat keliru. Kemudian dikatakan bahwa ada hak dari
Penggugat untuk menentukan pihak-pihak yang digugat berkaitan dengan
harta bersama tersebut. Oleh sebab itu Pengadilan Tinggi Agama Medan
telah khilaf dalam menerapkan hukumnya, maka putusan perkara ini
tidak sah dan harus dibatalkan.

4. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan telah melanggar asas
bersikap pasif dalam perdata.

Dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak disebutkan
tentang istri tua (istri pertama), kemudian pada diktum putusan
Pengadilan Tinggi Agama Medan, dengan aktifnya dan secara terperinci
menyebutkan nama istri pertama dari Penggugat yang bernama Susiani

binti Sukarto.

C. Deskripsi Pertimbangan Hakim dalam Putusan MA No. 97/K/AG/2013
Dalam putusan ini ialah putusan kasasi dari Majelis Hakim
Makhamah Agung untuk menyelesaikan perkara tersebut. Majelis Hakim
Makhamah Agung sudah menimbang alasan-alasan yang diberikan pihak
terbanding atau Penggugat tersebut sebagai pemohon kasasi. Namun bisa
ditinjau Majelis Hakim Mahkamah Agung pada tingkat kasasi di Mahkamah
Agung.
Majelis Hakim berpendapat bahwa di Pengadilan Tinggi Agama

Medan dalam mengadili perkara telah melakukan pelanggaran atas peraturan
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dan sangat aktif dalam mencari dan menemukan pihak lain yang seharusnya
dijadikan pihak dalam sengketa harta bersama. Penggugat dan Tergugat
sudah terbukti di Pengadilan Tinggi Agama Medan telah melanggar hukum
yang berlaku, oleh sebab itu putusan harus dibatalkan.

Dalam menimbang alasan-alasan itu Mahkamah Agung berpendapat
bahwa alasan-alasan bisa dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi Medan yang
sudah khilaf dalam melaksankan hukum dengan pertimbangan berikut ini:

Bahwa dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Medan,
gugatan Penggugat tetang harta bersama merupakan sebidang tanah yang
terletak di belakang Islamic Center Stabat, Jalan M.T Haryono, Lingkungan
VIII, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat yang
luasnya berukuran 800 m. Gugatan kurang pihak yang tidak melibatkan
Susiani binti Sukarto tidak tepat, karena jika objek sengketa yang dibeli dari
hasil penjualan tnah Tergugat dengan istri tua (istri pertama) dan pemberian
pengurus lembaga untuk pertapakan kantor, maka Tergugat harus
membuktikan dengan cara membantah atau dengan pihak yang mempunyai
kepentingan dengan sengketa yang diajukan oleh gugatan intervensi, dengan
demikian itu pertimbangan plurium litis consurtium atau gugatan kurang
pihak yang tidak tepat dengan perkara itu.

Majelis  Hakim selanjutnya mempertimbangkan berdasarkan
pertimbangan yang cukup dengan alasan-alasan untuk menyetujui
permohonan kasasi dari pemohonan kasasi yang bernama Herli Tampubolon

binti Kaston dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan,
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No. 366/Pdt.G/2012/PTA.Mdn. tanggal 27 April 2012 M. Yang bertepatan
pada tanggal 5 Jumadil Akhir 1433 H dan yang membatalkan putusan
Pengadilan Tinggi Agama Stabat, No. 606/Pdt.G/2011/PA.Stb. tanggal 29
Desember 2011 M. Yang bertepatan pada tanggal 4 Safar 1433 H. Kemudian
Makhamah Agung mengadili perkaranya sendiri dengan cara menguatkan
putusan Pengadilan Agama Stabat yang di nilai memutus perkara telah benar
dan tepat.

Majelis Hakim menimbang perkara ini tentang sengketa dibidang
perkawinan, yang sudah sesuai pada pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun
1989, kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006. Ada juga
perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, sehingga
semua biaya perkara pada tahap pertama diserahlan ke Penggugat, kemudian
pada tahap banding kepada pembanding pada tahap kasasi kepada pemohon
kasasi.

Pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman, kemudian dalam Undang-Undang No. 14 Tahun
1985 Tentang Mahkamah Agung yang sudah diubah dengan Undang-Undang
No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan dengan perubahan kedua dengan
Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang
undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang

No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan
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Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan.

Majelis Hakim Mahkamah Agung kemudian Mengadili dan
mengabulkan permohonan kasasi yang disampaikan pemohon kasasi yang
bernama Herli Tampubolon binti kaston tersebut.

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan, No.
36/Pdt.G/2012/PTA.Mdn. tanggal 27 April 2012 M. Bertepatan dengan
tanggal 5 Jumadil Akhir 1433 H dan yang membatalkan putusan Pengadilan
Agama Stabat, No. No. 606/Pdt.G/2011/PA.Stb. tanggal 29 Desember 2011
M. Yang bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1433 H.

Majelis Hakim Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini
dengan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

2. Menetapkan sebidang tanah darah/pertapakan rumah berukuran16 m x 50
m (800 m?), terletak di Jalan. MT. Hariono, Lingkungan VIII, Kelurahan
Sidomulyo Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat yang berbatasan
dengan:

a. Sebelah Utara dengan tanah milik Suwarni dkk kurang 50 m.
b. Sebelah Selatan dengan tanah milik Suwarni dkk kurang 50 m.
c. Sebelah Timur dengan tanah milik Suwarni dkk kurang 16 m.
d. Sebelah Barat dengan jalan umum kurang 16 m.
Tanah tersebut ditetapkan oleh Mahkamah Agung antara

Penggugat dan Tergugat.
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3. Kemudian Majelis Hakim Mahkamah Agung menetapkan antara
Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapatkan %2 (seperdua)
bagian dari harta bersama tersebut.

4. Majelis Hakim menghukum Tergugat guna memberikan bagian
Penggugat yang sudah ditentukan sebagai harta bersama pihak Penggugat
ataupun Tergugat yaitu Y2 (seperdua) bagian.

5. Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

6. Menghukum Penggugat selain untuk membayar biaya perkara pada
tingkat pertama sebanyak Rp. 276.000.- (dua ratus puluh enam ribu
rupiah).

7. Menghukum pembanding untuk membayar biaya pada tingkat banding
sebanyak Rp. 150.000-, (Seratus lima puluh rubu rupiah).

8. Menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya pada tingkat kasasi
sebanyak Rp. 500.000-, (Lima ratus ribu rupiah)

Putusan ini diputuskan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2013 oleh Dr. H.
Andi Syamsu Alam, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditentukan Ketua
Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Rifyal Ka’bah, M.A.
dan Dr. H. Hamdan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan
diucapkan saat sidang terbuka untuk umum pada hari ini oleh Ketua Majelis
beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Hj. Ernida Basry,

M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.



BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN MA NO. 97
K/AG/2013 TENTANG PEMBATALAN PUTUSAN PTA NO.
36/PDT.G.2012/PTA.MDN MENGENAI HARTA BERSAMA

A. Analisis Pertimbangan Hakim MA Terhadap Putusan MA No. 97
K/AG/2013 Tentang Pembatalan Putusan PTA No.
36/Pdt.G/2012/Pta.Mdn Mengenai Harta Bersama

Bentuk sengketa yang masih banyak terjadi di tengah masyarakat
hingga saat ini, seperti terkait pembagian harta bersama antara pihak suami
dan pihak istri. Dalam pembagian harta bersama tidak mengenal adanya asal
usul siapa yang mendapatkan harta, sehingga walaupun di atas namakan oleh
salah satu pihak, kekayaan tersebut tetap dapat disebut sebagai harta bersama
asalkan harta tersebut didapatkan ketika hidup bersama, baik berupa sebidang
tanah, rumah, atau lainnya.

Berikut merupakan sebuah sengketa harta bersama antara suami dan
istri tentang sebidang tanah yang dianggap sebagai hasil harta mereka berdua
pada saat masih menjadi suami istri. Pihak Penggugat meminta haknya agar
sebidang tanah yang dianggap sebagai harta bersama sewaktu masih menjadi
suami istri untuk dibagi sebagaimana mestinya. Sehingga dalam Putusan
Pengadilan Agama Stabat Nomor: 606/Pdt.G/2011/PA.Sth, tanggal 29
Desember 2011 M Tergugat memohon permohonan banding terhadap
Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor: 606/Pdt.G/2011/PA.Sth, pada
tanggal 29 Desember 2011 M bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1433 H

karena Tergugat menghendaki agar perkaranya diproses kembali oleh
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pengadilan dalam tingkat banding. Ternyata dalam Putusan No. 97
K/AG/2013 terdapat cacat plurium litis consotirum, karena melibatkan pihak
lain dalam permasalahan ini, sehingga Tergugat mengajukan putusan ke tahap
kasasi di Mahkamah Agung.

Setelah MA membaca dan mempelajari dengan seksama segala
pertimbangan hukum yang dikeluarkan Majelis Hakim yang terdapat dalam
putusan Pengadilan Agama, selanjutnya dapat dinilai terdapat kesalahan
terkait tenggang waktu banding. Menurut Hakim Pengadilan Tinggi Agama
bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding masih
pada jangka waktu banding dan menurut jalan yang ditetapkan dalam
perundang-undangan, serta telah dengan sempurna diberitahukan kepada
Penggugat/Terbanding, sehingga permohonan banding yang disampaikan
tersebut dinyatakan diterima. Namun menurut Mahkamah Agung, dalam
permohonan kasasi waktu tenggang banding yang diajukan termohon kasasi
pada tingkat banding sudah melewati batas waktu yang ditetapkan dalam
undang-undang, sehingga menurut Mahkamah Agung, Hakim PTA kurang
memperhatikan undang-undang yang telah ditetapkan.

Selain lalai dalam menenetapkan tenggang waktu banding, terdapat
beberapa pertimbangan Hakim PTA yang mengandung adanya cacat plurium
litis consortium (gugatan kurang pihak) yaitu dalam proses banding di
Pengadilan Tinggi Agama Medan Tergugat/Pembanding memberikan
keterangan bahwa tanah tersebut bukan pembelian bersama antara Tergugat

dengan Penggugat melainkan sebagian uang pembayaran yang diberikan
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kepada pemilik tanah sebelumnya adalah uang penjualan tanah Tergugat yang
berada di daerah Tanjung Pura bersama dengan istri pertama Tergugat. Tanah
tersebut sebenarnya merupakan hasil pembelian dengan istri pertama,
sehingga jelas Penggugat telah melakukan penipuan terhadap Tergugat.

Tegugat/Pembanding juga menjelaskan bahwa sebelumnya Penggugat
yang memaksa Tergugat melakukan pemalsuan data agar dapat memperoleh
akta/surat nikah. Sebelum menikah-pun, Penggugat sudah mengetahui bahwa
Tergugat sudah mempunyai istri sah dan juga anak. Hal tersebut dibenarkan
dengan bukti lampiran fotokopi kutipan akta nikah yang menerangkan bahwa
telah dilangsungkan akad nikah antara Tergugat/Pembanding dengan seorang
perempuan yang disebutkan dengan ISTRI Il (Penggugat/Terbanding), yang
tidak dibantah oleh Penggugat/Terbanding.

Berdasarkan pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan
dan penjelasan di atas, maka telah ditemukan fakta bahwa harta objek
sengketa diperoleh pada saat Tergugat/Pembanding terikat perkawinan
dengan Penggugat/Terbanding dan seorang perempuan yang disebutkan
dengan ISTRI II, dengan kata lain Tergugat/Pembanding mempunyai dua
orang istri (berpoligami) yakni Penggugat/Terbanding dan seorang
perempuan lainnya yang disebut dengan ISTRI 1l tersebut. Oleh karena selain
Penggugat/Terbanding ternyata terdapat seorang perempuan lainnya yang
disebutkan sebagai ISTRI Il Tergugat/Pembanding, maka perempuan tersebut
mempunyai kepentingan pula atas harta objek sengketa yang didalilkan oleh

Penggugat/Terbanding sebagai harta bersama dalam perkawinan tersebut.



79

Dalam perkara a quo tidak melibatkan perempuan yang disebutkan sebagai
ISTRI 11 tersebut, maka dari itu Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan
Tinggi Agama Medan berpendapat bahwa apabila melihat perkara tersebut
adalah perkara a quo sehingga masih ada orang lain yang seharusnya
dijadikan sebagai pihak agar perkara yang diajukan atau yang dipersoalkan
akan dapat diselesaikan secara tuntas. Karena ada orang lain yang tidak
dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga gugatan
Penggugat/Terbanding mengandung plurium litis consortium atau adanya
cacat hukum, maka isi/materi gugatan selanjutnya sudah tanpa
dipertimbangkan lagi.

Berangkat dari pertimbangan dan putusan PTA di atas, menurut
Hakim MA dalam perkara pembagian harta bersama pada perkara ini
seharusnya tidak perlu melibatkan pihak ketiga. Karena dalam gugatan yang
diajukan oleh Penggugat di PTA tidak disebutkan tentang istri pertama,
kemudian pada diktum putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan, dengan
aktifnya dan secara terperinci menyebutkan nama istri pertama dari
Penggugat. Hal tersebut termasuk pelanggaran atas peraturan dan sangat aktif
dalam mencari dan menemukan pihak lain yang seharusnya dijadikan pihak
dalam sengketa harta bersama.

Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata
menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada
gugatan salah satunya ialah Gugatan error in persona dalam bentuk

diskualifikasi atau plurium litis consortium; jika melihat teori tersebut maka
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putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor: 606/Pdt.G/2011/PA.Stb bisa
menjadi tidak diterima. Namun, dalam putusan MA No. 97 K/AG/2013 tidak
ada bukti yang menunjukkan bahwa dalam putusan Pengadilan Agama Stabat
Nomor: 606/Pdt.G/2011/PA.Stb terdapat cacat formil berupa plurium litis
consortium  seperti yang dijelaskan dalam Putusan PTA No.
36/Pdt.G/2012/Pta.Mdn. sehingga dikarenakan tidak adanya bukti maka
putusan PTA No. 36/Pdt.G/2012/Pta.Mdn memang perlu untuk dibatalkan

Dari beberapa pertimbangan yang disampaikan oleh Hakim MA,
maka dapat disimpulkan bahwa menurut pertimbangan, Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Agama Medan sudah keliru serta tidak cermat dalam
memutus perkara pada tingkat banding, dan dianggap sudah lalai ketika
melengkapi ketentuan-ketentuan yang ditentukan dengan aturan perundang-
undangan. Maka dari itu, Putusan PTA No. 36/Pdt.G/2012/Pta.Mdn
dibatalkan pada tingkat kasasi dengan dikeluarkannya Putusan MA No. 97
K/AG/2013.

Seorang hakim seharusnya bisa membuat keputusan yang seadil-
adilnya dalam suatu perkara, juga tidak perlu memandang dari kalangan kaya
maupun miskin atau dari kalangan kerabat maupun bukan kerabat. Hakim
harus melaksanakan peradilan yang sederhana, cepat, dan biayanya ringan.
Bukan hanya itu, hakim seharusnya dapat dengan mudah menarik kesimpulan
atas perihal yang disengketakan. Apabila hal tersebut tidak dapat dipenuhi,
maka perkara tidak bisa dikualifikasikan sebagai perkara contradictoir dan

mudah terjadi kesalahan dalam memutuskan.
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B. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan MA No. 97 K/Ag/2013 Tentang
Pembatalan Putusan PTA No. 36/Pdt.G/2012/PtaMdn Mengenai Harta
Bersama

Dalam kehidupan berumah tangga, suami memiliki kewajiban untuk
mencukupi kebutuhan istrinya, serta istri juga memiliki hak terhadap apa
yang seharusnya menjadi haknya. Kewajiban suami salah satunya adalah
wajib untuk memberikan nafkah. Namun terkadang, istri merasa bahwa
dirinya juga bisa bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga,
sehingga banyak harta yang mereka miliki bersumber dari usaha mereka
berdua.

Perselisihan yang terjadi dalam kehidupan suami istri tidak dapat
dihindari, sebab tidak terdapat satu kehidupan suami istri yang tidak memiliki
permasalahan di dalamnya, baik permasalahan kecil hingga besar. Bahkan
tidak sedikit yang mengambil jalan keluar dengan bercerai demi kebaikan
bersama. Hal ini mengakibatkan, harta yang mereka miliki sewaktu masih
menjadi pasangan suami istri kerap diperselisihkan dalam persidangan.

Baik dari golongan Syafi’iyah ataupun menurut para ulama lain yang
paling diikuti juga berdasarkan pendapat ulama lain umumnya tidak ada yang
membicarakan mengenai persoalan harta bersama yang berlangsung dalam
ikatan perkawinan yang sah. Di dalam Alquran dan sunnah pun demikian,
harta bersama juga tidak tercantum ketentuannya dan tidak memiliki

pembahasan yang membahas mengenai harta bersama. Harta milik pihak istri
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tetap dikuasi oleh pihak istri begitu sebaliknya, harta milik suami tetap
dikuasai oleh suami.

Akan tetapi seiring berjalannya waktu permasalahan terkait harta
bersama mulai dibahas. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan lahirnya
Kompilasi Hukum Islam yang didalamnya terdapat aturan-aturan terkait harta
bersama. Dalam merumuskan aturan-aturan tersebut para pakar hukum Islam
menerapkan salah satu jenis syirkah yakni Shirkah ‘abdan. Sehingga, pada
dasarnya dalam hukum islam terdapat aturan terkait harta bersama yang
diwujudkan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Mengenai pembagian harta bersama yang ditetapkan Pengadilan
Agama Stabat yaitu harta bersama dibagi sama rata, pihak Tergugat
melakukan banding di Pengadilan Tinggi Agama Medan, kemudian hakim
menyatakan bahwa ada hak istri pertama di dalam pembagian harta bersama
tersebut. Namun, yang menjadi titik permasalahan bahwa tidak pernah
disebutkannya pihak istri pertama dalam gugatan harta bersama. Maka Hakim
MA menyatakan bahwa PTA salah dalam menerapkan hukum. Karena Hakim
PTA menyangkutkan pihak ketiga dalam perkara harta bersama dan
cenderung bersifat aktif. Dalam pembagian harta bersama tersebut seharusnya
tidak ada pengaruh dan terhalang dengan sikap ataupun orang lain. Sehingga
Hakim MA menyatakan bahwa putusan Pengadilan Agama Stabat telah benar
dengan membagi seperdua harta bersama untuk Tergugat dan Penggugat.

Pernyataan tersebut penulis sandarkan melalui Q.S. an-Nisa ayat 32:

! Hilman Hasi Kusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan Hukum
Adat dan Hukum Agama, (Bandung: Mandar Maju, 2007),127.
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“Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah
kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada
bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para perempuan (pun)
ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian

dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (QS.
an-Nisa: 32).

Dalam Hukum Islam, seorang hakim disyaratkan agar berperilaku adil
saat memutuskan perkara yang diberikan kepadanya. Keputusan yang diambil
hakim, harus sesuai Syatiat dan aturan yang berlaku. Pertimbangan yang
dibuat oleh Majelis Hakim dalam putusaannya harus bermanfaat dan
membawa kemaslahatan. Dalam perkara kasasi ini, Hakim MA dinilai telah
memenuhi syarat, prinsip, dan tidak melanggar larangan sebagai hakim,
sehingga putusannya pun dapat diyakini keadilannya.

Dalam Alquran, Allah memerintahkan umatnya melakukan perbuatan

baik dan bersifat adil seperti bunyi firman Allah, adalah sebagai berikut:
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“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat
kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan)
perbuatan keji, kemungkran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran
kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (QS. an-Nahl: 90)

Putusan yang diambil Hakim MA terkait dengan pencabutan putusan

Hakim PTA dinilai tepat karena telah menyalahi aturan perundangan-

2 Departemen Agama RI, A/-Quranul karim Terjemahan..., 83.
3 Departemen Agama RI1, A/-Quranul karim Terjemahan..., 277.
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undangan dalam hal tenggang waktu permohonan banding, dan menyalahi
aturan sebagai hakim terkait dengan larangan hakim bersifat aktif. Dijelaskan
pada bab sebelumnya bahwa, pada prinsip hakim pasif mengenai pokok
perkara yang ditetapkan para pihak, jika terdapat pencabutan atau perubahan
dalam gugatan. Artinya, mengenai perubahan tambahan pihak terkait,
seharusnya menjadi hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yang
bersengketa. Namun, kenyataannya dalam kasus ini, Hakim PTA terlihat
menyetujui dan melibatkan pihak ketiga, yang sebenarnya tidak disebutkan
dan permasalahkan sebelumnya.

Terlebih lagi dalam Kompilasi Hukum Islam sudah diatur terkait
dengan harta bersama bagi suami yang berpoligami yaitu dalam pasal 94. Di
dalam Pasal 94 ayat (1) disebutkan, “Harta bersama dari perkawinan seorang
suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan
berdiri sendiri”. Berdasarkan ketentuan ini, harta bersama dalam perkawinan
poligami tetap ada, tetapi dipisahkan antara milik istri pertama, kedua, dan
seterusnya. Suami wajib menberi jaminan hidup yang sama kepada semua
istri dan anaknya. Istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas
harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua atau
berikutnya itu terjadi. Semua istri mempunyai hak yang sama atas harta
bersama yang terjadi sejak perkawinan masingmasing.

Istri pertama dari suami yang berpoligami mempunyai hak atas harta
bersama yang dimilikinya bersama dengan suaminya. Istri kedua dan

seterusnya berhak atas harta bersama dengan suaminya sejak perkawinan
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mereka berlangsung. Kesemua istri memiliki hak yang sama atas harta
bersama tersebut. Namun, istri-istri yang kedua dan seterusnya tidak berhak
terhadap harta bersama istri yang pertama. Sehingga antara istri pertama dan
istri kedua tidak ada hubungan dalam hal harta bersama.*

Keputusan oleh Hakim PTA, mengenai pengabulan permohonan
banding yang tenggang waktu permohonannya kurang sesuai dengan aturan
perundang-undangan, dan putusan hakim cenderung mengandung sifat aktif
yang mengakibatkan cacat plurium litis consotirum karena melibatkan pihak
ketiga dalam perkara sengketa, sehingga akan menyebabkan berubahnya
jumlah pembagian harta bersama suami istri yang didapatkan, dengan atau
tanpa disadari, dapat mengklaim hakim tersebut telah lalai dalam
menjalankan tugasnya dan meninggalkan sifat keadilan, yang seharusnya
dimiliki oleh seorang hakim sesuai QS. an-Nahl: 90 tentang prinsip keadilan
hakim yang telah disebutkan oleh penulis diatas.

Terkait dengan pembagian harta bersama suami istri, harus dibagi
dengan seadil-adilnya. Dengan catatan, harta yang disengketakan adalah
benar-benar harta milik bersama, artinya harta tersebut didapatkan ketika
mereka bersama. Jika putusan yang dikeluarkan oleh Hakim PTA
mengandung cacat plurium litis consotirum karena melibatkan pihak ketiga,
yang dijelaskan bisa memengaruhi jumlah pembagian harta bersama suami
istri yang didapatkan kedua pihak berperkara, maka dapat dinilai, putusan

hakim tersebut tidak menyertakan sifat keadilan.

4 Desi Fitrianti, “Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami Menurut Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 dan Hukum Islam” Intelektualita, vol. 6. No. 1. (2017), 92
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Majelis Hakim Mahkamah Agung kemudian memutuskan untuk
membatalkan putusan PTA Medan No. 36/Pdt.G/2012/Pta.Mdn dalam
putusan MA No. 97 K/Ag/2013, pembatalan tersebut dinilai penulis adalah
keputusan yang tepat karena terbukti tidak ada cacat formil dari putusan yang
ada khususnya terkait plurium litis consortium atau gugatan kurang pihak
karena tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya dan pihak ketiga yang
terlibat dan disebut dalam perkara ternyata tidak melakukan adanya upaya
hukum dengan melakukan gugatan intervensi. Sehingga cacat plurium litis
consortium adalah cacat yang tidak tepat untuk diputuskan dalam putusan ini.

Majelis Hakim PTA Medan dalam perkara  No.
36/Pdt.G/2012/Pta.Mdn dalam perkara ini menurut penulis cenderung
bersifat aktif dengan mencari-cari orang lain yang tidak telibat dengan
gugatan yang diajukan. Hal tersebut terbukti dengan pertimbangan hakim
PTA yang menyatakan adanya cacat plurium litis consortium sehingga
melakukan NO atau Njet Ontvankelijke Verklaard. Pendapat Majelis Hakim
PTA tersebut cenderung bersifat aktif dan menyalahi aturan Pasal 178 ayat 3
HIR jo 189 ayat 3 Rbg yang isinya adalah sebagai berikut:

“ia tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak
digugat, atau memberikan lebih dari apa yang digugat”

Dalam kaidah fikih disebutkan bahwa setiap permasalahan yang
timbul perlu mengutamakan untuk menarik kebaikan dan menolak kerusakan

seperti kaidah berikut ini:

Alibis533 el s
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“Menarik kebaikan dan menolak kerusakan.””®

Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam hal ini telah dengan baik
untuk menolak kerusakan dengan mencegah hakim PTA berbuat aktif karena
mencari-cari perkara atau orang lain yang sebetulnya tidak terlibat dan diluar
perkara yang diajukan ke pengadilan hingga berpendapat cacat plurium litis
consortium. Majelis Hakim Mahkamah Agung selanjutnya menarik kebaikan
dengan memutuskan perkara berdasarkan aturan hukum Islam yang berlaku
yaitu pasal 94 ayat 1 jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam sehingga masing-
masing suami istri mendapatkan Y2 (setengah) bagian dari harta bersama yang
disengketakan.

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud adalah sebagai

berkut:

“Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari
harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian
perkawinan.”®

Pembatalan putusan PTA No. 36/Pdt.G/2012/PTA.Mdn oleh Majelis
hakim Mahkamah Agung apabila dilihat dari perspektif Imam Subkiy dalam
buku Risalah Qawaid Figh adalah hal yang tepat sebab keputusan Hakim
dapat dibatalkan dan harus diubah apabila memenuhi salah satu atau
sebagian aspek berikut:

1. Keputusan yang menyimpang dari nash yang sharih

2. Keputusan yang menyimpang dari ijma’

5 Moh. Adib Bisri, Tarjamah Al Fara Idul Bahiyah (Risalah Qawa-id Figh) , (kudus: Menara
Kudus, 1977), 1.
8 Ibid., 40.
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3. Keputusan yang menyimpang dari pada nash jaliy
4. Keputusan yang menyimpang dari pada kaidah-kaidah kuliyah
5. Keputusan yang tanpa dalil’

Dalam hal ini, putusan PTA dapat dikategorikan telah menyimpang
dari nash yang sharih yang dalam perkara ini khususnya adalah Kompilasi
Hukum Islam yaitu pada pasal 94 ayat 1 jo 97 Kompilasi Hukum Islam
tentang pembagian harta bersama serta terdapat pasal 178 ayat 3 HIR/ Pasal
189 ayat 3 RBG yang mengatur larangan hakim bersifat aktif dalam mencari-

cari perkara sehingga perlu dibatalkan. Selain itu putusan PTA tersebut juga
menyalahi kaidah fikih 2alls 535 ~lUazll (s atau menarik kebaikan

dan menolak kerusakan.

Dari penjelasan tersebut, putusan yang diambil Hakim MA terkait
dengan pencabutan putusan Hakim PTA dinilai penulis telah tepat, karena
selain menyalahi aturan, juga menyalahi sifat dan larangan hakim.
Dikarenakan putusan PTA dibatalkan maka secara otomatis putusan yang
dilaksanakan ialah sejalan dengan putusan PA yang memutuskan untuk
membagi harta bersama antara penggugat dan tergugat menjadi maisng-

maisng ¥ bagian sesuai dengan pasal 97 KHI.

7 Ibid, 31.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang Analisis Hukum Islam Terhadap

Putusan MA No. 97 K/Ag/2013 tentang Larangan Hakim Bersifat Aktif

dalam Perkara Harta Bersama maka bisa disimpulkan sebagai berikut:

1.

Menurut Mahkamah Agung, hasil pertimbangan Hakim Pengadilan
Tinggi Agama Medan dalam Putusan No. 97 K/AG/2013 telah menyalahi
aturan yang ada, keliru dan tidak cermat dalam memutus perkara tingkat
banding, dan sudah lalai saat melengkapi syarat-syarat yang diwajibkan
peraturan undang-undang. Hal ini terkait dengan penerimaan
permohonan banding yang telah melewati masa permohonan yang sudah
ditetapkan perundang-undangan. Serta mengandung cacat plurium litis
consotirum karena melibatkan pihak ketiga dalam perkara sengketa
pembagian harta bersama tersebut.

Harta bersama suami istri merupakan milik bersama, tetapi harus harta
yang dihasilkan secara bersama-sama ketika masih menjadi pasangan
suami istri. Sehingga saat terjadi perselisihan, pembagiannya harus adil.
Maka, hakim harus mempertimbangkan dengan baik dan sesuai aturan-
aturan yang ditetapkan oleh syariat, serta menjunjung tinggi
kemaslahatan. Putusan MA No. 97 K/Ag/2013 yang berisi pencabutan

atas putusan Hakim PTA Medan No. 366/Pdt.G/2012/PTA.Mdn. tanggal
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27 April 2012 M dinilai tepat, karena putusan Hakim PTA telah
menyalahi larangan hakim bersifat aktif, yaitu menyangkutkan pihak
ketiga dalam perkara sehingga berakibat tidak adilnya pembagian harta
bersama suami istri. Karena pada dasarnya juga aturan terkait harta
bersama bagi suami yang berpoligami ialah harta bersama tersebut
terpisah antara suami dengan istri pertama, suami dengan istri kedua, dan
seterusnya.
B. Saran
Berdasarkan penelitian, penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Pembagian harta bersama hendaknya dilakukan melalui jalan
musyawarah dengan mempertimbangkan prinsip keadilan antara suami
istri. Pembagian secara adil, akan meminimalisir terjadinya perselisihan.

2. Hakim perlu lebih berhati-hati ketika menghadapi permasalahan
pencampuran harta bersama dengan harta bawaan, sehingga saat
memutuskan suatu perkara benar-benar adil.

3. Sebaiknya diadakan sosialisasi tentang hukum secara tersusus dan
terjadwal, sehingga masyarakat yang tidak paham hukum bisa
mengetahui hak dan kewajibannya, mengenai hukum keluarga. Serta
melakukan sosialisasi tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga

di Pengadilan Agama bisa terwujud.
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